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ABSTRAK 

Skripsi yang ditulis dengan judul ‚Analisis Mas}lah}ah Terhadap 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah 

Uang ‘Iwa>d}  dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam‛ merupakan 

penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan 

masalah yang pertama yaitu, bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Menteri 

Agama dalam menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak 

bagi Umat Islam? Dan rumusan masalah yang kedua yaitu, Bagaimana 

kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat 

Islam dengan Teori Mas}lah}ah? 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). 

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian kepustakaan (library 
research) ini adalah dengan cara membaca, memahami dari bahan-bahan 

kumpulan data yang telah disebutkan. Kemudian dari data yang sudah 

didapatkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan metode 

deduktif, yaitu menjelaskan dari umum ke khusus. Dalam penelitian ini 

menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan tentang teori mas}lah}ah 
terhadap keputusan menteri agama nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan 

jumlah uang ‘iwa>d}  dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam. 

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dalam Keputusan Menteri Agama 

Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam 

Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam adalah membatasi jumlah uang 

‘iwa>d} yang harus dibayar oleh istri ketika mengajukan gugatan perceraian dengan 

alasan pelanggaran terhadap sighat taklik talak oleh suami sebesar Rp. 

10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa dalam Hukum Islam ‘iwa>d} dengan 

bentuk benda maupun harta itu dibolehkan karena tergantung dari manfaatnya. 

‘iwa>d} boleh kurang, lebih atau sama dengan mahar yang diberikan suami kepada 

istri saat menikah tetapi disunnahkan tidak melebihi mahar yang diberikan pada 

saat akad nikah dahulu. Dalam hal ini Menteri Agama memutuskan jumlah ‘iwa>d} 
pada perkara sighat taklik talak senilai Rp. 10.000.00,- (Sepuluh Ribu Rupiah) 

sebagai standar minimal yang ditentukan dalam menyesuaikan mahar yang 

berlaku pada masyarakat pada masa tahun 2000 dengan menyesuaikan inflasi 

perekonomian. Berdasarkan pertimbangan Menteri Agama untuk meningkatkan 

kualitas ibadah sosial bagi umat Islam yang mendapatkan bantuan. Dengan 

adanya penetapan jumlah ‘iwa>d} tersebut bila ditinjau dengan teori mas}lah}ah 
termasuk dalam mas}lah}ah tahsiniyah yang tergolong sebagai mas}lah}ah mursalah. 

Oleh sebab itu, maka perlu adanya penyesuaian ‘iwa>d} dengan inflasi 

perekonomian masa kini dengan cara memperbarui dan mempertimbangkan 

kembali ‘iwa>d} yang berlaku saat ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu ikatan yang mempunyai pengaruh besar 

dan sakral antara laki-laki dan perempuan. Hakikat dari perkawinan ini 

adalah suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan seorang 

perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, 

dengan demikian hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh, 

namun bisa berubah menjadi wajib, haram, dan sunnah.  

Perkawinan tidak hanya sekedar pemenuhan terhadap nafsu 

biologis saja tetapi memiliki beberapa tujuan penting lain yang 

mempunyai keterkaitan dengan agama, sosial, psikologis dan untuk 

membangun dan membina keluarga menjadi sakinah, mawaddah dan wa 

rahmah dengan mencapai ridha allah. Pernikahan merupakan suatu 

amalan yang dianjurkan untuk dipenuhi agar terpelihara kesucian 

pergaulan dan kemurnian keturunan sebagai wadah pemeliharaan 

martabat manusia.
1
 Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qan 

                                                           
1
 Noer Huda Noor, Wawasan al-Qur’an Tentang Perempuan Cet 1 (Makassar: Alauddin Press, 

2011), 46.  
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ghali>d}an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
2
 

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah 

tersebut pasti ada rintangan dalam menggapainya. Tujuan dari 

perkawinan tersebut terkadang tidak sesuai atau terhalang dengan 

keadaan-keadaan tertentu, terkadang ketidaksaman karakter atau watak 

suami dan istri yang menimbulkan perpekcokan, kasih sayang antara 

suami dan istri yang berkurang, ketentraman dalam rumah tangga yang 

mulai hilang. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan jika terjadi 

putusnya perkawinan dengan mempertimbangkan kebaikan masing-

masing. 

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menggunakan 

istilah putusnya perkawinan untuk menjelaskan perceraian dan 

berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan selama 

hidup sebagai suami dan istri. Perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian dan atas keputusan pengadilan.
3
 Perceraian menurut istilah lain 

disebut talak, menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam talak 

adalah Lepasnya ikatan atau pembebasan.
4
 Menurut syara’ talak adalah 

melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.
5
 

                                                           
2
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 114. 

3
 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 

4
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie Kattani (Jakarta: Gema Insani, 

2011), 318. 
5
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah:2009), 255. 
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Perceraian bisa terjadi bukan hanya karena kemauan suami (talak) 

tetapi juga dengan permintaan istri (cerai gugat) dan khulu’. Khulu’ 

menurut bahasa dibaca d}ammah huruf kha yang bertitik dan sukun lam 

dari kata khila’ dengan dibaca fathah artinya naza’ (mencabut),
6
 

pengertian khulu’ menurut syara’ adalah sebagaiamana yang 

dikemukakan Asy-Sarbini dan Al-Khathib adalah ‚Pemisahan antara 

suami istri dengan pengganti yang di maksud (‘iwa>d}) yang kembali 

kearah suami dengan lafal talak atau khulu’.7 Khulu’ tidak bisa lepas dari 

persetujuan pihak suami karena hal ini tergantung pada kesediaan suami 

untuk menerima uang ‘iwa>d} dari istri tersebut. 

Berdasarkan Hadits riwayat Ibnu Abbas, bahwa isteri dari hahabat 

Tsabit bin Qais datang menemui Rasulullah Saw, dan ia mengemukakan 

alasanya untuk bercerai, maka Rasulullah bertanya apaakah engkau 

bersedia mengembalikan apa yang telah ia berikan, kemudian ia 

menjawab ‚ya‛, dan Rasulullah memerintahkan Tsabit bin Qais untuk 

menerimanya dan menceraikannya,
8
   

Adapun talak berasal dari suku kata it}la>q yaitu melepas atau 

meninggalkan.
9
 Menurut istilah talak artinya melepaskan ikatan 

perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.
10

 Talak ada 2 yaitu 

Talak raj’i> dan Talak ba>’in, talak ba>’in ada dua talak ba>’in kubra dan 

                                                           
6
 Ibid, 297. 

7
 Ibid., 

8
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bab Nikah Hadits No. 1091, Bulu>ghul Mara>m min Adillatil Ahka>m, 

Terjemahan Zaenal Abidin (Kairo: Da>r-el hadits, 1423H). 
9
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 8, Penerjemah Moh Thalib (Bandung, Al-Ma’ruf, 1997), 9. 

10
 Ibid,. 
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talak ba>’in sughra. Talak raj’i> adalah talak yang dijatuhkan suami kepada 

istrinya yang telah dikumpulinya, talak tersebut baru sekali dan masih 

bisa rujuk dalam masa iddahnya. Talak ba>’in sughra adalah talak yang 

tidak dapat rujuk tetapi dapat menikah kembali, sedangkan talak ba>’in 

kubra adalah talak yang memutus tali perkawinan, tetapi jika bekas suami 

ingin merujuk istrinya maka istri tersebut harus menikah dengan laki-laki 

lain terlebih dahulu kemudian bercerai dan bisa kembali kepada bekas 

suaminya yang pertama tersebut. Terkait dengan talak ba>’in sughra 

sebagaimana di atas terjadi apabila dijatuhkah oleh pengadilan agama, 

qabla al-dukh>ul, atau talak yang terjadi dengan tebusan dari istri (‘iwa>d}) 

yang dinamakan khulu’.  

Khulu’ adalah salah satu bentuk sebuah putusnya ikatan 

perkawinan, dalam khulu’ ada uang tebusan atau ganti rugi dalam bahasa 

lain ‘iwa>d}. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf i menjelaskan 

khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan 

memberikan tebusan atau ‘iwa>d} kepada dan atas persetujuan suaminya. 

Pengajuan gugatan perceraian atas kemauan istri ke pengadilan tempat 

tinggal istri tersebut harus sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang 

terdapat di Undang-Undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam atau 

Peraturan Pemerintah. 

Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan atas hak 

masing-masing antara suami istri dengan cara yang bermacam-macam, 

untuk suami bisa mengajukan dengan cara permohonan cerai talak 
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sedangkan bagi istri melalui pengajuan ta’lik talak. Taklik talak 

merupakan janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilakukan, 

sifatnya tidak wajib tetapi sekali diucapakan maka tidak dapat ditarik 

kembali. Tujuan dari taklik talak adalah sebagai jaminan bagi hak istri 

agar terhindar dari kesewenang-wenangan suami apabila suami tidak 

melakukan kewajiban sebagai suami dalam keluarganya. Mengenai isi 

dari perjanjian taklik talak tergantung pada kesepakatan bersama antara 

suami istri, tetapi dengan syarat isi dari taklik talak tidak bertentangan 

dengan apa yang di gariskan oleh fiqh, yaitu: 

1. Isi taklik talak tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan 

Hadits. 

2. Isi taklik talak tidak boleh ditarik kembali sebelum terjadi hal-hal 

mu’allaq ‘alaih (suatu hal atau sifat tempat digantungkan terjadinya 

talak) dan talak tidak bisa jatuh sebelum syarat-syarat terpenuhi.
11

 

Pada hakikatnya taklik talak merupakan suatu talak yang 

digantungkan kepada suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian 

yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Pernyataan dalam taklik 

talak berupa ikrar dari pihak suami dan hanya mengikat pada suami istri 

itu sendiri. Lembaga taklik talak disamping untuk menjaga kerukunan 

hubungan suami istri juga mengimbangi hak talak yang ada pada suami.
12

 

Setelah dilakukannya perjanjian perkawinan, banyak terjadi 

pelanggaran terhadap janji perkawinan dari pihak suami terhadap istri 

                                                           
11

 Alay As’ad, Terjemah Fathul Mu’in (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 159. 
12

 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1992), 252. 
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yang kemudian untuk mendapatkan kepastian hukum istri mengajukan 

gugatan ke pengadilan agama setempat dengan adanya cukup bukti atas 

kelalaian suami terhadap kewajibannya. Sebab-sebab perceraian terdapat 

berbagai macam alasan salah satunya pelanggaran terhadap taklik talak 

karena tidak dapat nafkah baik batin maupun lahirnya, tidak adanya 

kerukunan dalam keluarga. Kemudian pengadilan agama dapat 

memutuskan perceraian dan istri diwajibkan membayar uang ‘iwa>d} 

(tebus) terhadap dirinya. 

Bagi perceraian dengan jalan khulu’ di pengadilan agama harus di 

sertai dengan pelanggaran sighat taklik talak bagi suami. Putusan atas 

pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai putusan khulu’, tujuannya 

untuk melindungi hak-hak istri sebagai kaum yang lemah.  

‘Iwa>d}  atau uang tebusan yang diberikan istri kepada suami dalam 

khulu’ dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, 

tetapi biasanya berupa harta. Wujud ‘iwa>d} bergantung kepada 

kesepakatan bersama antara suami dan istri. Mengenai uang ‘iwa>d} dalam 

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 148:
13

 

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan 

khulu’, menyampaiakn permohonannya kepada Pengadilan Agama 

yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-

alasannya. 

2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri 

dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. 

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan 

penjelasan tentang akibat khulu’, dan memberikan nasihat-

nasihatnya. 

                                                           
13

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 

148. 
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4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya ‘iwa>d} atau 

tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan Penetapan tentang 

izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang 

Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan 

upaya banding dan kasasi. 

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 131 ayat (5). 

6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan 

atau ‘iwa>d} Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai 

perkara biasa.  

Mengenai besarnya uang ‘iwa>d} dalam Islam tidak ada batasan 

minimal, dapat berupa apaun yang bisa dijadikan mahar dari harta 

maupun manfaat yang berdasarkan harta. Khulu’ dapat terjadi dengan 

‘iwa>d} apapun baik banyak maupun sedikit, seperti rumah yang ditempati, 

tanah garapan dalam waktu tertentu atau dengan menyusui anak, 

mengasuh anak, menafkahinya juga termasuk ‘iwa>d}. Sedangkan besarnya 

uang ‘iwa>d} diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 

pada poin pertama sebesar Rp. 10.000,00,-
14

.  

Pada Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dipandang 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, dalam penetapan ini 

jumlah uang ‘iwa>d} hanya Rp. 1000,00,-. Kemudian pada tahun 2000 ada 

pembaharuan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkain Sighat Taklik 

Talak bagi Umat Islam yaitu sebesar Rp. 10.000,00,- sampai saat ini 

belum ada perubahan atas Keputuan tersebut. Adanya keputusan tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat Islam 

terutama bagi yang mendapatkan bantuan dari uang ‘iwa>d}  tersebut. 

                                                           
14

 Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 
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Sehingga menarik jika dilihat dari sisi kemaslahatan ketetapan 

jumlah uang ‘iwa>d} tersebut. Pada dasarnya tidak semua perceraian itu 

karena kesalahan perempuan, laki-laki yang melakukan kekerasan dalam 

rumah tangga juga bisa menyebabkan adanya banyak pengajuan gugatan 

cerai oleh perempuan. Dari jumlah uang ‘iwa>d}  Rp. 10.000,00,- tersebut 

meringankan perempuan bila memang dalam penyebab perceraian 

tersebut kekerasan dalam rumah tangga, tetapi jika dilihat dari sisi 

perempuan yang modern, perempuan berkerja seolah-olah tidak 

membutuhkan sosok suami yang menafkahinya, maka dari itu dengan 

uang ‘iwa>d} sebesat Rp. 10.000,00,- tersebut disalahgunakan karena 

jumlahnya yang sangat sedikit, perempuan yang sudah bekerja dengan 

mudah menceraikan suaminya.  

Mengenai penetapan jumlah uang ‘iwa>d} ini, penulis akan 

mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul 

‚Analisis Mas}lah}ah terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam‛.  

 

B. Identifikasi dan Batas Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, dapat 

diidentifkasikan inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya 

sebagai berikut: 
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1. Pertimbangan dan dasar hukum Menteri Agama dalam menetapkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak 

bagi Umat Islam. 

2. Mas}lah}ah dibentuknya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 

2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Sepuluh Ribu Rupiah 

dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam. 

3. Kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat 

Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori Mas}lah}ah. 

4. Konsep Mas}lah}ah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, 

agar sebuah penelitian sistematis dan fokus, maka disusunlah batasan 

masalah terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Mentri Agama dalam Menetapkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak 

bagi Umat Islam. 

2. Kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangakaian Sighat 

Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori Mas}lah}ah. 
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C. Rumusan Masalah 

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan penelitian 

ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Menteri Agama dalam 

menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat 

Taklik Talak bagi Umat Islam? 

2. Bagaimana kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 

2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori Mas}lah}ah? 

   

D. Kajian Pustaka 

Dalam rangka penelitian ini penulis membutuhkan kajian pustaka 

agar penulis memperoleh gambaran hubungan topik penelitian di atas 

dengan penelitian lain yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Berikut beberapa penelitian yang sehubungan terhadap penelitian di atas: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah bernama Zulfikar Awaludin Helmi dengan judul 

Implementasi Pembayaran Uang ‘Iwa>d} di Pengadilan Agama 

Cibinong. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat 
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disimpulkan bahwa penelitian tersebut berfokus pada implementasi 

pembayaran uang ‘iwa>d}  pada saat cerai gugat atau khulu’.15
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah hanya sama-sama membahas tentang uang ‘iwa>d}. Berbedaan 

yang mendasar adalah pada objek yang diteliti penelitian ini yaitu 

penelitian penulis fokus pada penyaluran uang ‘iwa>d}nya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam 

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin bernama Hayati dengan judul 

Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khulu’ karena 

Mengingkari Ta’lik Thalaq. Penelitian ini membahas tentang akibat 

hukum dan khulu’ karena mengingkari sighat Ta’lik Thalaq dalam 

Kompilas Hukum Islam.
16

 

Penelitian tentang ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis 

yaitu tentang khulu’ dalam sighat taklik talak yang mengakibatkan 

adanya pembayaran uang ‘iwa>d}. Sedangkan perbedaanya dengan 

penulis adalah objek yang diteliti yaitu mengenai akibat hukumnya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Sultan 

Syarif Kasim bernama Pitriah dengan judul Proses Penyelesaian Kasus 

Khulu’ di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Menurut Perspektif 

Hukum Islam. Penelitian ini fokus pada proses penyelesaian khulu’ di 

                                                           
15

 Zulfikar Awaludin helmi, ‚Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama 

Cibinong‛ (Skripsi --UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015). 
16

 Hayati, ‚Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khulu’ karena Mengingkari 

Ta’lik Thalaq‛ (Skripsi --IAIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2015). 
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Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan data tahun 2013 yang 

dianalisa dengan Hukum Islam.
17

 

Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian penulis adalah 

tentang adanya ‘iwa>d} dalam kasus khulu’. Perbedaanya dalam 

penelitian ini berfokus tentang proses penyesaian kasus khulu’ di 

Pengadilan Agama Pekanbaru. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang bernama Ilham Fahmi Muhammad dengan judul 

Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai alasan 

Perceraian di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang). 

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah hukum mengucapkan Sighat 

Taklik Talak setelah akad nikah serta Pandangan Hukum Islam dan 

Hukum Positif terkait dengan sighat taklik talak sebagaia alasan 

perceraian.
18

 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah tentang pelanggaran 

sighat taklik talak. Perbedaanya adalah objek dalam penelitian ini 

berfokus pada alasan perceraian dengan sighat taklik talak menurut 

pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di Indonesia. 

                                                           
17

 Pitriah, ‚Proses Penyelesaian Kasus Khulu’ di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Menurut 

Hukum islam‛ (Skripi --UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014). 
18

 Ilham Fahmi Muhammad, ‚Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai 

Alasan Perceraian di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Magelang‛ (Skripsi --Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 

2017).   
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5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya bernama Silmi Mursidah dengan Judul 

Analisis Maslahah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 

Fokus dalam penelitian ini adalah latar belakang terbentuknya 

PERMA nomor 3 Tahun 2017 dan mashlahah terbentuknya PERMA 

nomor 3 Tahun 2017 ini.
19

 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis 

dengan Teori Mas}lah}ah, berdaanya adalah objek yang diteliti adalah 

PERMA Nomor 3 tahun 2017. 

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian 

ini bukan duplikasi atas penelitian sebelumnya. Fokus penulis pada 

penelitian ini membahas tentang Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam. Dengan demikian dari adanya 

penetapan jumlah uang ‘iwa>d} tersebut penulis juga akan mencari 

kesesuaian antara Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

tentang Penetepan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik 

Talak bagi Umat islam dengan Teori Mas}lah}ah.   

 

 

                                                           
19

 Silmi Mursidah, ‚Analisis Maslahah Terhadap PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum‛ (Skripsi --UIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 2018). 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Menteri Agama 

dalam menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 

2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat 

Taklik Talak bagi Umat Islam. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori Mas}lah}ah. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian di atas mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik 

untuk kalangan non akademisi maupun kalangan akademisi. Kegunaan 

hasil penelitian di atas yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 

(dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.
20

 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian yang ditulis ini diharapkan berguna bagi 

pembangunan dan menambah wawasan atau pengetahuan serta 

memperkuat ilmu pembaca dapa umumnya, dan khususnya bagi 

mahasiswa/I yang berkaitan dengan masalah Hukum Keluarga 

Islam dari masa ke masa. 

                                                           
20

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2014), 56. 
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b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus us}u>l al-fiqh, 

khususnya yang berkaitan dengan Mas}lah}ah. 

c. Sebagai tambahan pengetahuan tentang penetapan jumlah uang 

‘iwa>d} baik dari hukum Islamnya maupun Keputusan Menteri 

Agama Nomor 411 tahun 2000 dan kesesuaian dengan teori 

Mas}lah}ah.  

2. Secara praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan gambaran maupun acuan 

pertimbangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila 

terdapat masalah dalam pertimbangan kemaslahatan terhadap 

keputusan Menteri agama tentang penetapan jumlah uang ‘iwa>d} 

dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat islam. 

b. Sebagai bahan masukan pengaturan tentang ‘iwa>d} bagi 

Pemerintah dengan harapan adanya peraturan ini dapat 

mengayomi dan melindungi semua pihak. 

c. Memberikan pengertian bagi masyarakat khususnya bagi 

perempuan tentang pentingnya menjaga keutuhan pernikahan dan 

tidak menganggap ringan keputusan mengajukan gugatan cerai 

karena sediktinya uang‘iwa>d} atau uang tebusan.  
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional digunakan untuk mempertegas dan 

memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat pada penelitian. 

Agar dapat meminimalisir kesalahpahaman atau multi interpretasi dalam 

memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk 

memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, yakni dengan 

menguraikan sebagai berikut: 

1. Mas}lah}ah adalah bagian dari metode untuk memproduksi atau 

mengambil suatu hukum yang berdasarkan nilai-nilai kemanfaatan 

dan menghindari kemadharatan untuk memelihara tujuan syara’ yang 

berupa memelihara agama, memilihara jiwa, memelihara akal budi, 

memlihara keturunan, dan memlihara harta kekayaan syara’, yang 

mana hukum tersebut belum dijelaskan di dalam al-Qur’an dan al-

Hadits. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat 

menjamin dan melindungi esksistensi kelima hal tersebut 

dikualifikasikan sebagai mas}lah}ah, sebaliknya, kemudian setiap 

sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak hal tersebut dinilai 

sebagai mafsadat, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang 

demikian dikualifikasi sebagai mas}lah}ah.21
 

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak 

bagi umat islam adalah penetapan mengenai jumlah uang ‘iwa>d} 

                                                           
21

 Asnawi, Konseptulasi Toeri Maslahah (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2014), 1. 
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dalam cerai gugat atau khulu’ yang diajukan oleh istri sebesar 

sepuluh ribu rupiah. 

3. Rangkaian Sighat Taklik Talak adalah rangkaian perjanjian yang 

dimuat pada buku nikah, lafaz taklik talak tersebut dibuat oleh 

Kementerian Agama dalam perjanjian tersebut mengandung ‘iwa>d} 

yang harus dibayar dan dipenuhi  oleh istri untuk menebus dirinya 

dari suaminya. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mendapatkan 

pengetahuan yang disebut ilmu jadi. Ilmu merupakan pengetahuan yang 

diperoleh lewat metode ilmiah.
22

 Tujuan melakukan penelitian ini yaitu 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang berbobot dan berkualitas. 

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, Teknik, alat, serta 

desain penelitian yang diguanakan. 

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian 

meliputi prosedur yang harus di tempuh, waktu penelitian, sumber data, 

serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. 

Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat: 

 

 

 

                                                           
22

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), 44. 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

berjenis penelitian kepustakaan (library research). Maksud dari  

penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-

data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai 

sumber kajian.
23

 Untuk memperoleh validasi data, maka Teknik 

pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat 

penting. 

Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif 

yang bersifat deduktif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat 

verbal (secara sentence), meneliti pada kondisi objek yang alamiah. 

Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus statistik.
24

 Disebut 

deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat.
25

 Bersifat 

deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat 

umum kemudian di aplikasikan ke dalam variable khusus. Kemudian 

setelah data mengenai teori mas}lah}ah terkumpul, maka setelah itu 

dianalisa sehingga mencapai sebuah kesimpulan dari penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
23

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2. 
24

 Kusaeri, Metode Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 208. 
25

 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum)  (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48. 
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2. Data yang Dikumpulkan 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang 

diangkat penulis dalam penelitian ini, maka data yang diperlukan 

untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi: 

a. Data tentang pertimbangan dan dasar hukum Menteri Agama 

dalam menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 

2000 tentang penetapan jumlah uang ‘iwa>d} dalam rangkaian sighat 

taklik talak bagi umat Islam. 

b. Data tentang kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam 

Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam dengan Teori 

Mas}lah}ah. 

 

3. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar 

penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga 

bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. Berdasarkan jenis 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, dalam penelitian ini 

sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. 

a. Sumber primer adalah data yang mengikat dengan masalah yang 

diteliti. Dalam penelitian ini data primer ialah Keputusan 

Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan 
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Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi 

Umat Islam.  

b. Data sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan-bahan primer. 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-

buku, jurnal, maupun karya tulis lain yang relevan dan kredibel 

untuk menunjang kelengakapan data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1)  Wahbah az- Zuhaili, Fiqh Islam. 

2) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. 

3) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat. 

4) A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih. 

5) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 

6) Amir Syarifuddin, Ushul fiqh jilid 2. 

7) Asnawi, Perbandingan Ushul fiqh. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah cara atau upaya yang 

dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data 

penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.
26

 

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat 

menentukan baik tidaknya sebuah penelitian, maka kegiatan ini perlu 

                                                           
26

 Masruhan, Metodologi…, 74. 
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rancangan yang baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan 

sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. 

Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data 

melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Data yang 

akan diteliti terkait dengan uang ‘iwa>d} atau uang tebusan, baik buku-

buku maupun kitab, dan buku yang membahas mengenai teori 

mas}}lah}}ah. Tetapi peneliti tetap merujuk pada nas-nas al-Quran 

maupun Hadits. 

 

5. Teknik Pengelohan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

dengan cara memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dari 

berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselerasan satu dengan 

yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan 

masalah.
27

 Maksudnya memeriksa semua data yang sudah 

diperoleh mengenai Mas}lah}ah dan memeriksa ualng semua 

penjelasan yang diperoleh dari hasil Analisa Keputusan Menteri 

Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 

‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam. 

                                                           
27

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

91. 
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b. Organizing, yakni mengatur dan menyusun bahan dari bahan 

berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat 

Taklik Talak bagi Umat Islam dan kitab-kitab kaidah hukum islam 

yang berkenaan dengan Teori Mas}lah}ah. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, 

langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Peneliti akan 

menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif 

yang bersifat deduktif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena 

bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai deskriptif karena 

menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang 

mempunyai hubungan dengan uang ‘iwa>d} atau uang tebusan dalam 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak 

bagi Umat Islam, deduktif yaitu pola pikir yang bersifat umum dalam 

hal ini teori Mas}lah}ah kemudian diaplikasikan ke pola pikir yang 

bersifat khusus dalam hal ini Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak  bagi Umat Islam,\. Selanjutnnya penulis 

menjelaskan kesesuaian Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>dh dalam 
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Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam dengan teori 

mas}lah}ah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan 

untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. 

Agar dapat dipahami permasalahannya, maka pembahasan ini akan 

disusun oleh penulis sebagai berikut: 

Bab pertama, yakni berisi dengan pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operational, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang pembahasan meliputi teori mas}}lah}}ah, 

namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait dengan pengertian 

mas}lah}ah, pembagian mas}lah}ah, kemudian konsep ‘iwa>d} dalam Hukum 

Islam maupun Hukum Positif. 

Bab ketiga berisi tentang penetapan jumlah uang ‘iwa>d} dalam 

Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000. Pada bab ini, berisi 

tentang data penetilian yang terdiri atassejarah singkat ‘iwa>d} di 

Indonesia, pertimbangan dan dasar hukum Menteri Agama dalam 

menetapakan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik 

Talak bagi Umat Islam. 
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Bab keempat, merupakan hasil dari penelitian yang penulis sajikan 

dalam karya tulis ini, tentang Analisis Mas}lah}ah Terhadap Keputusan 

Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 

‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam. 

Bab kelima merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini. 

Dalam bab ini berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan yang 

dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini. Kemudian 

rekomendasi berupa saran akan mengakhiri pembahasan dalam bab ini. 
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BAB II 

TEORI MAS}LAH}AH  DAN‘IWA>D} DALAM HUKUM PERKAWINAN 

 

A. Mas}lah}ah 

1. Pengertian Mas}lah}ah 

Kata al-mas}lah}ah semakna dan sewazan (setimbangan) dengan 

kata al-manfaat, yaitu bentuk Mas}dar yang berarti baik dan 

mengandung manfaat. Al-mas}lah}ah merupakan bentuk mufrod 

(tunggal) yang jama’nya (plural) al-mas}}a>lih. Dari makna kebahasaan 

ini dipahami bahwa al-mas}lah}ah  meliputi segala yang mendatangkan 

manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan 

maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang 

menimbulkan kemadharatan dan kesulitan.
28

 

Secara terminologi, al-mas}lah}ah adalah kemanfaatan yang 

dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa 

pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, 

pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan 

akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan 

mereka.
29

 Pengertian mas}lah}ah dalam Bahasa arab berarti ‚perbuatan-

perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.‛ Dalam artinya 

yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menarik atau mengahasilkan seperti 

                                                           
28

 Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 80-81. 
29

 Asmawi,Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 123.  
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menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak 

atau menghindarkan seperti menolak kemadaratan atau kerusakan. 

Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mas}lah}ah. 

Dengan begitu mas}lah}ah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau 

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan 

kemadaratan.
30

  

Maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, 

faedah, guna. Sedangkan kata ‚kemaslahatan‛ berarti kegunaan, 

kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata ‚manfaat‛, dalam 

kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Kata ‚manfaat‛ juga 

diartikan sebagai kebalikan/lawan kata ‚mudarat‛ yang berarti rugi 

atau buruk.
31

 

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) 

adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk 

mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhlukknya. Manfaat 

itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada 

kenikmatan. Dengan kata lain, tahshil al-ibqa. Maksud tahsil adalah 

menghimpun kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud 

dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan 

cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.
32

 

                                                           
30

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 368. 
31

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1996), 634. 
32

 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh  (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 117. 
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‘Iez ibn ‘Abdi al-sala>m dalam kitabnya al-Qawa>id al-Ahka>m 

memberikan arti mas}lah}ah dalam bentuk hakikinya dengan 

‚kesenangan dan kenikmatan.‛ Sedangkan bentuk maja>zi-nya adalah 

‚sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikamatan‛ 

tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk 

manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan 

sebab-sebabnya.
33

 

Al-mas}lah}ah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa al-

mas}lah}ah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. 

Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian 

rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut 

ditetapkan pada masalah tersebut.
34

  

Jumhur Ulama’ berpendapat, setiap hukum yang di tetapkan 

oleh nas} atau ijma’ didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih 

manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Dalam pada 

itu, setiap ‘illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada 

kepentingan kemaslahatan manusia (al-mas}lah}ah). Mereka percaya 

bahwa tidak satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nas} yang 

didalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan 

di dunia maupun di akhirat.
35

 

 

                                                           
33

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II…, 369. 
34

 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 206. 
35

 Ibid., 206-207. 
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2. Dasar Hukum Mas}lah}ah 

Al-qur’an menerangkan tentang pensyariatan Hukum Islam 

dengan kepentingan. Kemaslahatan terdapat pada ayat-ayat al-Qur’an 

diantaranya pada QS. Yunus : 57-58: 

                               

                                 

      

 

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman.  Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan 

rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia 

Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan". 

 

Allah berfirman dalam ayat tersebut bahwa, seberapapun 

sulitnya jalan yang ditempuh oleh hamba Allah pasti ada jalan keluar 

agar dapat diselesaikan. Dalam sebuah hadits juga dijelaskan: ‚Dari 

Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Saw 

bersabda, Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu 

syahadah dan yang paling rendah adalah menghilangjkan sesuatu yang 

dapat membahayakan di jalanan…..‛ (HR. Bukhari).
36

 

 

 

                                                           
36

 Tim Penerjemah Jabal, Shahih Bukhari Muslim (Bandung: Jabal, 2011), 27. 
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3. Pembagian Mas}lah}ah 

Menurut teori ushul fiqh, memiliki bermacam-macam jenis 

dengan berdasarkan beberapa hal, antara lain: 

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 

ada 3 macam, yaitu: 

1) Mas}lah}ah d}aru>riyah 

Mas}lah}ah d}aru>riyah adalah kemaslahatan yang 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh umat manusia; artinya, 

kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan 

prinsip yang lima itu tidak ada.
37

 Kemaslatan seperti ini ada 

lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima 

kemaslahatan ini, disebut dengan al-mas}a>lih al-khamsah.38 

Pemeliharaan kelima kemaslahatan ini, dilakukan 

melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui us}u al-‘iba>dat, 

pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan 

meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimat shaha>dat, 

melakukan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan 

sebagainya. Semua bentuk amalan itu ditujukan untuk 

memelihara agama. Pemeliharaan diri dari akal manusia 

dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, 

                                                           
37

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II…, 371. 
38

 Nashun Haroen, Usul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115. 
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minum, berpakaian, dan memiliki rumah sebagai tempat 

tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan 

memelihara keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan 

mua>malat, melakukan interaksi dengan sesama manusia. 

Pemeliharaan kelima bentuk kemaslahatan ini juga terwujud 

dengan adanya ketentuan hukum jina>yat dan perintah 

menegakkan yang ma’ru>f dan mencegah yang munkar.39 

2) Mas}lah}ah al-H}ajiyah 

Mas}lah}ah al-H}ajiyat adalah suatu kemaslahatan yang 

dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan 

pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang 

dihadapi.
40

bentuk kemaslahatnnya tidak secara langsung bagi 

pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (d}aru>ri>), tetapi secara 

tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi 

kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
41

 

Misalnya dalam bidang memberi keringanan meringkas shalat 

dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.
42

 

3) Mas}lah}ah al-Tah}si>ni>yah 

Mas}lah}ah al-Tah}si>ni>yah yaitu kemaslahatan yang 

sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi 

kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk 

                                                           
39

 Firdaus, Ushul Fiqh…, 83. 
40

 Ibid.,  
41

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II…, 372. 
42

 Nasrun Haroen,Usul Fiqh I…, 116. 
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memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, 

melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan, dan 

berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.
43

 

Tiga bentuk mas}lah}ah tersebut perlu dibedakan karena 

adanya tingkatan peringkat kekuatannya dalam mengambil 

suatu kemaslahatan, yang paling kuat adalah mas}lah}ah 

d}aru>riyah, kemudian bawahnya mas}lah}ah h}a>jiyah dan yang 

terakhir mas}lah}ah tah}si>ni>yah. 

b. Ditinjau dari segi eksistensi mas}lah}ah dan ada tidaknya dalil yang 

langsung mengaturnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu: 

1) Mas}lah}ah al-Mu’tabarah 

Mas}lah}ah al-Mu’tabarah yaitu mas}lah}ah yang secara 

tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan 

hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan 

berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, 

diwajibkan hukuman qis}a>h} untuk menjaga kelestarian jiwa, 

ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara 

akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan 

dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk 

menjaga harta.
44

 

2) Mas}lah}ah al-Mulghah 

                                                           
43

 Ibid., 
44

 Satria Effendi, Ushul Fiqh  (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149. 
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Mas}lah}ah al-Mulghah yaitu mas}lah}ah yang mendapat 

ketegasan justifikasi teks suci Syariah terhadap 

penolakannya.
45

 Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan 

pembagian warisan anatara anak laki-laki dan anak wanita 

adalah mas}lah}ah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu 

bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surta an-

Nisa’ yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua 

kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu 

menunjukkan bahwa apa yang dianggap mas}lah}ah itu, bukan 

mas}lah}ah di sisi allah.
46

 

3) Mas}lah}ah al-Mursalah 

Mas}lah}ah al-Mursalah menurut bahasa yaitu suatu 

kebenaran yang dapat digunakan.
47

 Menurut istilah yaitu 

kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara’ dan 

tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil yang 

rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua: 

a) Mas}lah}ah al-Ghari>bah yaitu kemaslahatan yang asing, atau 

kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari 

syara’, baik secara rinci atau secara umum. 

                                                           
45

 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di 
Indonesia  (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agam RI, 2010), 50.  
46

 Satria Effendi,Ushul Fiqh,,,. 149. 
47

 A. Masjkur Anhari, Usul Fiqh (Surabaya: Diantama, 2008), 101. 
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b) Mas}lah}ah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak 

didukung dalil syara’ atau nas} yang rinci, tetapi didukung 

oleh sekumpulan makna nas} (ayat atau h}adi>th).
48

 

Para Ulama’ menerima mas}lah}ah mursalah ini dengan 

syarat mas}lah}ah-nya hakiki, terang mendatangkan atau 

menolak kejahatan, mas}lah}ah-nya bersifat umum bukan 

pribadi, tidak bertentangan dengan nas} dan ijma>’.49
 Diantara 

contoh yang dapat dikatakan mas}lah}ah mursalah adalah 

kemaslahatan daulah islam dalam penjagaan harta penduduk 

oleh tentara ketika membutuhkannya, atau ketika adanya 

musuh, juga ketika tidak sedikitpun harta yang dimilki oleh 

negara karena dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang 

bermanfaat. Kemaslahatan seperti itu tidak ada penguatnya 

dan tidak pula ada dalilnya yang membatalkannya, namun 

termasuk salah satu dari maksud ketentuan syariat, yakni 

menjaga agama.
50

 

c. Dilihat dari segi kandungan mas}lah}ah, para Ulama’ ushul fiqh 

membaginya kepada: 

1) Mas}lah}ah al-‘Ammah yaitu kemaslahatn umum yang 

menyangkut kepentingan banyak orang. Kemaslahatan umum 

itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa 

                                                           
48

 Nasrun haroen, Usul Fiqh I,,,.119. 
49

 A. Syafi’i karim, Fiqh Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84. 
50

 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh…, 121. 
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berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. 

Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar 

bid’ah yang dapat merusak ‘aqi>dah umat, karena menyangkut 

kepentingan orang banyak. 

2) Mas}lah}ah al-Kha>s}ah yaitu kemaslahatan abadi dan ini sangat 

jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan 

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan 

hilang (mafqu>d) pentingnya pembagian kedua kemaslahatan 

ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan 

apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan 

kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua 

kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum 

daripada kemaslahatan pribadi,
51

 

d. Dilihat dari berubah atau tidaknya mas}lah}ah, menurut Muhammad 

Mus}t}afa al-Syalabi, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar 

Mesir, ada dua bentuk yaitu: 

1) Mas}lah}ah al-Tha>bitah yaitu kemaslahatan yang bersifat 

tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai 

kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji. 

2) Mas}lah}ah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan 

subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan 
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 Nasrun Haroen, Usul Fiqh I…,117. 
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permasalahan mu’a>malah dan adat kebiasaan, seperti dalam 

masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah 

dengan daerah lainnya. Perlunya bagian ini, menurut 

Mus}t}afa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan 

Batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang 

tidak.
52

 

B. ‘Iwa>d} dalam Hukum Perkawinan 

1. Pengertian ‘Iwa>d} 

‘Iwa>d} tidak dapat dipisahkan dengan khulu’, mayoritas ulama’ 

menempatkan ‘iwa>d} sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan 

untuk keabsahan terjadinya khulu’.53
 ‘Iwa>d} menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri 

kepada suami untuk meminta khulu’; pampasan; ganti rugi.
54‘Iwa>d} 

adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan atas 

gugatan cerai yang telah disetujuinya.
55

 Karena ‘iwa>d}  menjadi rukun 

dari khulu’, menurut fiqih Islam wa adillatuhu ‘iwad} adalah sesuatu 

barang yang dijadikan khulu’ dan yang di-‘iwa>d}-kan adalah kemaluan 

milik si istri, maksudnya hak untuk mencumbuinya.
56

   

                                                           
52

 Ibid.,  
53

 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 134. 
54

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai 

Puskata, 1996), 524. 
55

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, S}ahih Fikih Sunnah, Terjemah Khairul Amru Harahap 

dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 556. 
56

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2011),422-423.  
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Khulu’ berarti membuka pakaian atau menanggalkan, dalam 

al-Qur’an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istri nya dan istri 

itu merupakan pakaian bagi suaminya dala surat al-Baqarah (2) ayat 

187:  

  سَ سُ نَّ   سِ سَب سٌ   سَ سَ سْ سُ سْ   سَ سُ سْ   سِ بسَ سٌ   سُ نَّ 

‚Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan 

pakaian bagi mereka‛.  

 

Penggunaan kata khulu’ untuk putusnya perkawinan karena 

istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian 

itu dari suaminya. Dalam istilah hukum dalam beberapa kitab Fiqh 

khulu’ diartikan dengan ‚putus perkawinan dengan menggunakan 

uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khulu’‛. Khulu’ 

merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda 

dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu’ 

terdapat uang tebusan, atau ganti rugi, atau ‘iwa>d}.57 

Ulama’ menggunakan beberapa istilah dari kadar pemberian 

uang ‘iwa>d}, yaitu fidyah, shulh, mubara’ah. Walaupun dalam 

maknanya sama, akan tetapi dibedakan dari segi jumlah ganti rugi 

atau ‘iwa>d} yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya 

perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu nikah 

disebut khulu’. Bila ganti rugi adalah separu dari mahar disebut shulh, 

sedangkan jika ganti rugi itu lebih banyak daripada mahar yang 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 231. 
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diterima disebut fidyah, kemudian bila istri bebas dari ganti rugi 

disebut mubara’ah.
58

 

 

 

2. Dasar Hukum ‘Iwa>d} 

Tentang ‘iwa>d}  ini ulama’ berbeda pendapat. Mayoritas ulama’ 

menempatkan ‘iwa>d} itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan 

untuk sahnya khulu’. 59
 jika tidak ada ganti rugi atau ‘iwa>d} maka 

khulu’nya juga tidak sah. Apabila seorang suami berkata kepada 

istrinya: ‚aku khulu’ kamu lalu ia diam. Maka perbuatan seperti ini 

bukan khulu’.60
 Pendapat lain, di antaranya satu riwayat dari Ahmad 

dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu’ tanpa ‘iwa>d}. 

alasannya adalah bahwa khulu’ itu adalah salah satu bentuk dari 

putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa ‘iwa>d}, sebagaimana 

berlaku dalam talak.61 

 Berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur’an maupun dalah 

h}adi>th Nabi yang telah berlaku secara umum baik sebelum datangnya 

Nabi atau sesudahnya. Adapun dasar hukum dalam al-Qur’an adalah 

firman Allah dalam QS: al-Baqarah ayat 229: 

                                                           
58

 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian…, 131. 
59

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, 235. 
60

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 8 (Bandung: PT. Alma’arif, 1980), 103.  
61

 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, 236. 
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‚Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh 

rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan 

dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil 

kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir 

bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.‛
62

 

 

Dari ibnu Abbas r.a: 

سٍْ سٍ  اسْ سِ   سَباسِ سِ   اسْ سَ سَ سَ   سَ نَّ  نًَّ   سَ سَ سِ   سَ لنَّى   لنَّ سِ سٍْ سِ   سُ  صسَ لسَ سَ سَ سْ ,  سَ سَلنَّ سْ   سَ سَ :  سَ ب !  سِ   سَ سُ سْ سَ  ٌب

سٍْ سٍ  اسْ سُ   سَباسِ سُ  سَ ,  سَ سٍْ سِ   سَ سْ سِ سُ  اب لسَ لسُ    سًَ  سَ سٌْ سٍ   سَ سَ  خسُ لسّسًِ, سِ ,   سِ سْ سَ سِ   سًِ   سْ سُ سْ سَ   سَ سْ سَ سُ   سَ سَ سِ

سَ سَ  يًُّ   سَ ب لنَّى   لنَّ سِ سٍْ سِ   سُ  صسَ لسَ سٌْ سَ :  سَ سَلنَّ سْ   سَ سٍْ سِ   سَ سَ سُ سّسِ لسَ سٌْ سَ سَ سُ؟  سَ دسِ   سِ   سَ سُ سْ سَ   سَ سَ سَ ,  سَ سَ سْ :  سَب سَ سْ  حسَ

لنَّى سٍْ سِ   سُ  صسَ لسَ سٌْ سَ سَ   سِ سْ سَ سِ :  سَ سَلنَّ سْ   سَ دسِ سَ    سْ سَ لسّسِ سْ ب ٍسِ سَ ةً   سَ سَ لسِ  (   خب ي     ! ) سَ سْ

      ‚Bahwasanya isteri Tsabit Bin Qais datang kepada Nabi 

Saw, ia berkata: Hai Rasulallah! Aku tidak mengingkari 

perbuatan Tsabit Bin Qais mengenai akhlak dan agamanya, 

tetapi aku benci kekufuran sesudah berada dalam Islam. 

                                                           
62

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemjemahannya (Bekasi: Cipta 

Bagus Segara, 2013), 36. 
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Maka Nabi Saw bersabda: apakah engkau sanggup 

mengembalikan kepadanya kebunnya. Jawab isteri Tsabit: 

‚Ya‛, lalu Rasulullah Saw, bersabda (kepada Tsabit): 

terimalah kebun itu dan talaklah dia talak satu. (Riwayat 

Bukhari). 

 

 

3. Harta/Barang ‘Iwa>d} 

Syarat sah terjadinya khulu’ adalah adanya sesuatu yang 

diserahkan kepada suami dari benda-benda yang layak untuk 

diberikan, yang berasal dari pemberian suami sebagai pihak yang 

menjatuhkan talak.
63

 Berikut merupakan syarat-syarat ‘iwa>d}: 

a. Kadar Harta ‘Iwa>d} 

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa harta tebusan (dalam 

khulu’) hendaknya mempunyai nilai, dan bahwa jumlahnya boleh 

sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar.
64

 Imam Malik, 

Syafi’I dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri 

boleh melakukan khulu’ dengan memberikan harta yang lebih 

banyak dari mahar yang pernah diterimanya  dari suami jika 

kedurhakaan itu datang dari pihaknya.
65

  

Golongan syafi’i juga berpendapat bahwa tidak beda 

antara bolehnya khulu’ dengan mengembalikan semua maharnya 

kepada suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Baik 

jumlahnya kurang dari harga maharnya atau lebih. Tidak beda 
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 Saleh AlFauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani, 2006), 697. 
64

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab (Jakarta: Lentera, 2000), 457. 
65

 Slamet Abidin dkk, Fiqh Munakahat  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 89. 
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antara pengembalian dengan tunai, hutang dan manfaat (jasa). 

Tegasnya segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan 

ganti rugi atau ‘iwa>d} dalam khulu’ berdasarkan keumuman.
66

 

Dalam kitab Kifa>yatul ah}ya>r dijelaskan bahwa mengenai 

bolehnya khulu’ tidak ada perbedaan, apakah dengan membayar 

maskawin atau sebagiannya atau dengan harta yang lain, sama ada 

kurang atau lebih dari pada maskawin. Juga tidak ada perbedaan 

apakah pembayaran itu dalam bentuk barang, hutang, maupun 

manfaat. Pokoknya semua yang boleh dijadikan maskawin, boleh 

dijadikan pembayaran dalam bentuk khulu’.67
 

 Disunnahkan agar jangan sampai suami mengambil ‘iwa>d}  

lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada si istri, 

menurut mayoritas ulama’.
68

 Yang dijadikan alasan oleh 

mayoritas ulama’ adalah surat al-Baqarah ayat 229 tersebut yang 

tidak menjelaskan batas tertentu dan hadith tentang istri Tsabit 

tersebut. Berdasarkan pendapat ini jika istri menuntut lebih dari 

batas itu maka yang boleh diterima suami hanya sebanyak mahar 

yang diberikannya dan selebihnya harus dikembalikan kepada 

istri.
69
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, 103. 
67

 Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, kifa>yatul Akhya>r Penerjemah 
Syaifuddin Anwar (Surabaya: Bina Iman, 1993), 167. 
68

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu…, 423. 
69

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 236.  
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Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam 

khulu’ dengan semua pertukaran dalam mu’amalat, maka mereka 

berpendapat bahwa kadar harta tersebut didasarkan atas 

kerelaan.
70

 Karena akad jual beli barang menyerupai akad nikah. 

Barang ganti rugi dalam khulu’ hendaknya secara umum dapat 

dinilai dengan barang (uang), di samping syarat-syarat lainnya 

dari ganti rugi, seperti: dapat diserahterimakan, menjadi hak 

miliknya yang sah dan lain sebagainya. Sebab khulu’ adalah akad 

(perjanjian) ganti rugi. Jadi ia menyerupai akad jual beli dan 

sumbangan.
71

 

Tidak semestinya ada penyebutan secara terang-terangan 

mengenai ‘iwa>d}, sebagaimana tidak di wajibkan penyebutan 

mahar pada akad perkawinan. Maka ‘iwa>d}  itu bagaikan mahar 

yang bersifat lazim pada khulu’ dalam semua kondisi menurut 

madzhab hanafi dan syafi’i. Mazhab Maliki dan dalam satu 

riwayat Mazhab Hambali berpendapat, khulu’ terjadi dengan 

tanpa ‘iwa>d}. Sedangkan pendapat yang rajih menurut Mazhab 

Hambali adalah sesungguhnya ‘iwa>d} adalah rukun khulu’. Jika 

suami mengkhulu’ istrinya dengan tanpa ‘iwa>d} maka tidak jatuh 

talak, kecuali jika khulu’ diucapkan dengan lafal talak, maka jatuh 

talak raj’i.72
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 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bida>yatul Mujtahi>d (Semarang: Asy Syifa’, 1990), 491. 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 8…, 103. 
72

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.., 423. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 

 

 
 

 

b. Sifat Harta Pengganti/ ‘Iwa>d} 

Khulu’ sebenarnya adalah akad karena pemilikan 

kemaluan, sehingga menyerupai nikah. Dan disyaratkan dalam 

pembayaran khulu’ harus diketahui bendanya dan dalam bentuk 

harta dengan semua syarat pembayaran; seperti dapat di serahkan, 

sudah dimiliki dan sebagainya, karena khulu’ merupakan akad 

tukar ganti, sehingga ia menyerupai dengan jual beli dan 

maskawin. Dan ini dibenarkan dalam khulu’ yang s}ah}i>h}. Adapun 

khulu’ yang rusak (fasid) tidak disyaratkan mengetahuinya. Maka 

kalau suami berkhulu’ dengan istri dengan pembayaran yang tidak 

diketahui, seperti baju yang tidak ditentukan, atau dengan muatan 

di atas unta, ataupun suami berkhulu’  dengan syarat yang rusak 

seperti mensyaratkan tidak akan memberi nafkah kepadanya 

padahal si istri hamil atau tidak akan memberi tempat tinggal 

kepadanya, atau berkhulu’ dengan seribu yang akan dibayar 

sampai waktu yang tidak diketahui dan sebagainya, dalam contoh 

seperti ini jelas dibayar dengan mahar mithil.73
 

Selanjutnya para imam mazhab sepakat bahwa segala 

sesuatu yang bisa dijadikan mahar, boleh pula dijadikan tebusan 

dalam khulu’. Tanpa disyartakan benda-benda yang dijadikan 

tebusan itu harus diketahui secara rinci manakala benda-benda 
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 Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, kifa>yatul Akhya>r.., 167. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 

 

 
 

tersebut cenderung bias diketahui dengan mudah, misal si istri 

mengatakan kepada suaminya, ‚Khulu’-lah aku dengan tebusan 

barang-barang yang ada dalam rumah ini‛, atau ‚dengan barang-

barang yang ada dalam peti ini,‛ atau ‚dengan warisan yang 

kuterima dari ayahku,‛ atau ‚dengan hasil kebunku.‛ Akan tetapi 

bila khulu’ itu dilakukan dengan menggunakan barang-barang 

yang tidak boleh dimiliki, misalnya khamr dan babi, maka Imam 

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan: apabila suami-istri 

mengetahui keharaman barang-barang tersebut, maka khulu’ 

tersebut tetap sah, dan laki-laki yang menalak istrinya dengan 

pengganti barang-barang tadi tidak mendapat apa-apa. Dengan 

demikian, khulu’ tersebut jatuh tanpa barang tebusan. Sedangkan 

Imam Syafi’i mengatakan khulu’ tersebut tetap sah, dan si istri 

harus membayar harta sejumlah mahar yang dulu diterimanya.
74

 

Ketika suami menceraikan istrinya dengan jalan khulu’  

sebelum dukhul dengan tebusan sebuah barang selain maskawin 

maka suami mendapatkan barang tersebut sebagai penebus, 

sedangkan istri mendapat seperdua maskawin. Dan jika suami 

mengkhulu’ istri dengan tebusan maskawin maka sama seperti 

suami mengkhulu’ atas harta bersama karena dengan demikian 

maskawin kembali separuh kepada suami hingga terjadi talak ba>in 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab.., 458. 
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dan batal dinamakan mahar atau maskawin pada bagian suami 

apabila bagian istri dikiaskan dengan jualan borongan (s}afaqah).  

Adapun pada mahar mithil, dikarenakan rusaknya 

pembayaran itu adalah kembalinya kepada pembayaran yang lain, 

sedangkan rusaknya kemaluan tidak dapat diganti sesudah terjadi 

perceraian, maka wajib membayar ganti ruginya, seperti perkara 

rusaknya maskawin. Dapat dikiaskan karena sesuatu yang bukan 

rukun dalam suatu perkara tidak akan merugikan jika tidak 

diketahui, seperti maskawin. Apabila suami mengkhulu’ kepada 

istri dengan pembayaran sesuatu yang terdapat pada tapak 

tangannya sedangkan suami tidak mengetahuinya maka istri 

mendapat talak ba>in dengan pembayaran mahar mithil. Jika pada 

tangannya itu tidak ada apa-apa, maka di dalam kitab al-Wasith 

khulu’ yang demikian batal menjadi talak raj’i dan yang dinukil 

oleh orang lain khulu’ yang demikian jatuh talak ba>’in dengan 

pembayaran mahar mithil.75
  

Menurut Mazhab Hanafi berupa harta yang memiliki harga 

dan ada pada waktu khulu’, apakah jenisnya diketahuan atau 

tidak. Ataupun berupa suatu manfaat yang dapat dihargakan 

dengan harta. Maka tidak sah khulu’ perempuan muslim dengan 

penggati minuman keras, babi bangkai, atau darah. Pengganti 

seperti ini batal dan si suami tidak mendapatkan apa-apa. Oleh 

                                                           
75

 Ibid,. 168. 
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karena itu, talak yang terjadi dalam kondisi seperti ini adalah talak 

ba>’in karena manakala ‘iwa<d} batal maka masih ada lafal khulu’ 

yang merupakan lafal sindiran. Dan terjadi perpisahan dengan 

sindiran talak ba>’in.
76

   

Sedangkan jika talak berdasarkan kepada ‘iwa>d} dan 

‘iwa>d}nya batal, maka talak yang jatuh adalah talak raj’i, karena 

lafal talak masih ada. Ini adalah lafal yang bersifat terang-

terangan. Lafal yang bersifat terang-terangan adalah talak raj’i. 

pengganti menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang sah 

untuk dimiliki. Apakah berupa harta yang bersifat tunai, utang, 

ataupun manfaat selain minuman keras, babi, dan barang yang 

mirip dengan kedua barang ini. Jika suami melakukan khulu’ 

dengan sesuatu yang tidak disebut harta, seperti darah maka jatuh 

talak raj’i karena si suami sama sekali tidak menginginkan 

sesuatu. Sedangkan khulu’ orang-orang yang kafir dengan ‘iwa>d} 

selain harta adalah sah sebagaimana halnya sah permikahan 

mereka.
77

 Berbeda halnya dengan mahar dalam pernikahan. Tidak 

semua yang biasa dijadikan ‘iwa>d} dalam khulu’ sah untuk 

dijadikan mahar dalam pernikahan karena khulu’ berdasarkan 

keluasaan dan toleransi, maka diterima sesuatu yang tidak 

diketahui berbeda halnya dengan pernikahan. Dan sah khulu’ 

                                                           
76

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.., 430. 
77

 Ibid., 
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berdasarkan  harta yang sah untuk dijadikan mahar akibat 

ketidaktahuan ataupun tipuan. 
78

 

Khulu’ dengan imbalan dan hak adalah sah jika pengganti 

khulu’ berbentuk uang atau manfaat yang dapat dihargakan 

dengan harta, seperti mendiami tempat tinggal, menanami tanah 

dalam masa yang diketahui juga seperti menyusui anaknya atau 

mengurusnya, atau menafkahinya. Atau berupa hak-hak , seperti 

menghilangkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh suami.
79

 

Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti pada khulu’ 

dengan jual beli, maka mereka mempersyaratkan padanya syarat-

syarat yang terdapat dalam jual beli dan pada harta pengganti 

dalam jual beli. Sedangkan bagi fuqaha yang mempersamakan 

harta penggangi dengan hibah, maka mereka tidak menetapkan 

syarat-syarat tersebut.
80

 

Tentang dapatkah ‘iwa>d} itu dalam bentuk non materi atau 

dalam arti bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak 

atau merawat anak menjadi perbincangan para ulama. Imam al- 

Syafi’i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu 

atau tanpa masa-masa tertentu, namun dalam masa penyusuan 

dijadikan ‘iwa>d} dalam khulu’, dengan alasan bahwa ‘iwa>d} itu 

sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa 

                                                           
78

 Ibid.,  
79

 Ibid., 
80

 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bida>yatul Mujtahi>d.., 492. 
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yang dapat dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah 

kewajiaban suami untuk membiayainya dan demikian dapat hak 

tersebut dijadikan sebagai ‘iwa>d}.81
 kalau si istri mengajukan 

khulu’ kepada suaminya dengan tebusan berupa menyusui dan 

member nafkah kepada anaknya untuk waktu tertentu maka 

khulu’ tersebut sah dan si wanita menurut kesepakatan semua 

ulama mazhab wajib melaksanakan penyusuan dan memberikan 

nafkah tersebut.
82

  

Wahbah Zuhaili berpendapat sah khulu’  dengan pengganti 

menyusui anak pada masa susuan wajib yaitu 2 tahun, karena 

menyusui adalah sesuatu yang bisa dijadikan pengganti pada 

perkara selain khulu’, lebih boleh lagi dalam perkara khulu’. Jika 

istri yang menyusui meninggal dunia atau susunya mengering 

maka si istri harus memberikan upah mishil bagi masa penyusuan 

yang masih tersisa. Menurut Mazhab Hambali begitu halnya jika 

si anak meninggal dunia, maka kesepakatan menjadi batal dengan 

kematian si anak. Imam Syafi’i berpendapat kesepakatan tidak 

batal. Dia didatangkan dengan anak lain untuk di susui sebagai 

pengganti anak yang meninggal dunia karena anak adalah yang 

menjadi penebus, bukannya yang diakadkan.
83

 

                                                           
81

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 236. 
82

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab.., 459. 
83

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Sunnah Wa Adillatuhu.., 435. 
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Sedangkan khulu’ dengan pengganti menjatuhkan hak 

untuk mengurus anak sah menurut mazhab Hanafi dan tidak 

membuat jatuh hak ibu untuk mengurus anaknya karena hak ini 

milik anak. Si ibu tidak memiliki hak untuk melepaskan haknya 

ini. Madzhab Hanafi dan Maliki menilai bahwa jika si suami 

melakukan khulu’ kepada istrinya dengan ‘iwa>d} memberikan 

nafkah untuk anak laki-lakinya yang masih kecil dalam masa yang 

diketahui, maka khulu’ tersebut sah dan istri dilazimkan untuk 

memberi nafkah pada masa tersebut.
84

 

Sah khulu’ dengan imbalan si istri membebaskan suaminya 

dari nafkah iddah dan si suami menjadi bebas dari nafkah iddah, 

jika nafkah yang jatuh tidak diketahui. Sah khulu’ dengan imbalan 

penjatuhan hak untuk mendiami rumah pada masa iddah, dan hak 

istri untuk mendiami rumah tidak menjadi jatuh karena 

berdiamnya istri di tengah berada pada masa iddah di rumah 

perkawinan adalah suatu kewajiban secara syariat si suami tidak 

memiliki hak untuk menghilangkannya, dan si istri tidak memiliki 

hak untuk membebaskna si suami dari hak ini.
85

 Imam Syafi’i 

berkata seandainya laki-laki berkhulu’ kepada wanita dengan 

mendiami rumah wanita pada tahun tertentu atau pelayanan 

hamba pada tahun tertentu maka khulu’ itu boleh. Jika rumah itu 

                                                           
84

 Ibid,. 437. 
85

 Ibid,.  
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roboh atau hamba itu mati maka laki-laki itu menarik kembali atas 

wanita akan mahar mithilnya.
86

 

 

4. Perbedaan Antara Khulu’ dengan Talak berdasarkan Harta  

Sighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami dalam 

ungkapan tersebut dinyatakan ‚uang ganti‛ atau ‘iwa>d}. tanpa 

menyebutkan  ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami: 

‚saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor‛. Dalam 

hal sighat atau ucapan khulu’ ini terdapat beda pendapat di kalangan 

ulama. Tentang pelaksanaan khulu’ apakah mesti menggunakan 

ucapan dengan sighat tertentu ulama berbeda pendapat. Mayoritas 

ulama berpendapat sighat itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh 

ditinggalkan dalam arti bila ditinggal khulu’ itu batal dan terjadi 

adalah talak biasa.
87

 

Para ahli fiqih berpendapat, bahwa dalam khulu’ harus 

diucapkan kata khulu’ atau lafad yang terambil dari kata dasar khulu’ 

atau kata lain yang punya arti seperti itu, seperti: muba>ra’ah (berlepas 

diri) dan fidya>h (tebusan). Jika tidak dengan kata khulu’ atau kata lain 

yang maksudnya sama, misalnya suami berkata kepada istrinya: 

‚engkau tertalak sebagai imbalan dari pada barang/uang seharga 

                                                           
86

 Al-Imam Asy-Syafi’I, Al-Umm, Terjemahan Ismail Yakub dkk, (Jakarta: C.V Fauzan,1984), 

298.  
87

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.., 236-237.  
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sekian‛ lalu si istri mau menerimanya. Maka perbuatan seperti ini 

adalah talak dengan imbalan harta bukan khulu’.88
 

Perbedaan antara khulu’ dengan talak berdasarkan harta 

menurut Madzhab Hanafi yaitu Khulu’ dan talak berdasarkan harta 

meskipun kedua perkara ini membuat hilang kepemilikan ikatan 

perkawinan, dan meskipun masing-masing dari keduanya adalah talak 

dengan ‘iwa>d}, maka keduanya memiliki perbedaan dari 3 sisi
89

, yaitu:  

a. Jika khulu’ berdasarkan ‘iwa>d} batil secara syari’at jika terjadi 

berdasarkan sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan harta, 

seperti halnya khulu’ perempuan muslimah berdasarkan ‘iwa>d} 

minuman keras, babi, atau bangkai, maka si suami tidak berhak 

mendapatkan apa-apa dan jatuh talak ba>’in. sedangkan jika ‘iwa>d} 

batal pada talak yang berdasarkan harta, dengan cara keduanya 

menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan harta, 

maka jatuh talak raj’i. Karena khulu’ menurut Madzhab Hanafi 

adalah sindiran. Sindiran membuat jatuh talak ba>’in. Sedangkan 

talak yang berdasarkan harta bersifat terang-terangan, jatuh talak 

ba>’in jika ‘iwa>d}nya sah menurut syariat. Jika ‘iwa>d}nya tidak sah 

seakan-akan tidak pernah terjadi, maka yang tinggal adalah talak 

yang bersifat ternag-terangan  sehingga jatuh talak raj’i. dalam 

kondisi yang seperti ini, masing-masing lafal khulu’ dan talak 

berbebas dari tugasnya, maka lafal khulu’ adalah sindiran dalam 

                                                           
88

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 8.., 101-102. 
89

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.., 438. 
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talak dan lafal talak adalah salah satu jenis ucapan yang bersifat 

terang-terangan yang membuat jatuh talak raj’i. 

b. Menurut pendapat Abu Hanifah dengan khulu’ jatuh semua hak-

hak yang wajib dengan sebab perkawinan bagi salah satu pihak 

suami istri yang harus dipenuhi oleh yang lain. Seperti mahar dan 

nafkah yang telah lalu yang tidak dikeluarkan pada saat masih 

terikat dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi, tidak membuat 

jatuh nafkah iddah karena nafkah iddah ini tidak diwajibkan 

sebelum khulu’, maka tidak bisa dibayangkan jatuhnya dengan 

khulu’. Sedangkan talak yang berdasarkan harta tidak membuat 

jatuh sedikitpun hak-hak suami istri. Yang diwajibkan dengan 

talak ini adalah harta yang telak disepakati oleh keduanya. 

c. Khulu’ diperselisihkan oleh para fuqaha mengenai apakah dia 

adalah talak ba>’in atau fasakh (Pembatalan). Menurut jumhur 

fuqaha, yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dalam dua 

pendapatnya paling zahir dan dalam satu riwayat dari Ahmad, 

talak ba>’in dihitung dari jumlah talak yang dijatuhkan. Dalam 

riwayat yang lain dari Ahmad bahwa talak ini adalah fasakh maka 

tidak membuat jumlah talak menjadi berkurang, sedangkan talak 

yang berdasarkan harta maka tidak ada perselisihan pendapat di 

antara fuqaha mengenai dia adalah talak ba>’in yang membuat 

berkurang jumlah talak.  
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Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah bahwa 

jumhur ulama berpendapat khulu’ adalah talak ba>’in sebagaimana 

keterangan terdahulu dalam sabda Rasulullah SAW: ‚terimalah 

kebunmu dan talaklah dia satu kali.‛ Sedangkan fasakh, adalah 

merupakan putusan hakim kepada suami untuk menceraikan istrinya 

karena adanya perpecahan sesama mereka, dan perceraiannya ini 

bukan karena kemauannya. Sedangkan khulu’ berdasarkan kemauan 

bersama, jadi khulu’ bukan fasakh.90 

Khulu’ bukanlah talak  dalam arti yang khusus atau fasakh 

atau semacam sumpah, tetapi khulu’ adalah semacam perceraian yang 

mempunyai unsur-unsur talak, fasakh dan sumpah. Dikatakan 

mempunyai unsur talak  karena suami yang menentukan jatuh 

tidaknya khulu’ tersebut, kemudian istri hanya orang yang 

mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya 

mengkhulu’nya.
91 

                                                           
90

 Sayyid Sabiq,  Fiqh Sunnah 8.,,,  116. 
91

 Maswiwin, ‚Analisis Yuridis Pemberian ‚Iwa>d} dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/AG/2011)‛, (Tesis—Universitas 

Sumatra Utara, Medan,2015), 10. 
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BAB III 

PENETAPAN JUMLAH UANG ‘IWA>D} DALAM RANGKAIAN SIGHAT 

TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM 

 

A. Sejarah Singkat‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak  

1. Sighat Taklik Talak di Indonesia 

Sighat taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai 

setalah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak 

yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi 

di masa mendatang. Sighat taklik talak adalah perjanjian perkawinan 

yang memiliki tujuan mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh suami 

selain dengan jalan khulu’ dalam Hukum Islam.
92

  

Buku I Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang 

Perkawinan menempatkan taklik talak sebagai perjanjian dalam 

perkawinan dan juga janji lain yang tidak bertentangan dengan Hukum 

Islam. Taklik talak sebagai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 116 

huruf g yaitu jika suami melanggar sighat taklik talak.
93

 Berdasarkan 

Maklumat Kementrian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama 

menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan sesudah akad 

dibacakan taklik talak. Sighat taklik talak dirumuskan sedemikian rupa 

                                                           
92

 Fatha Aulia Riska, ‚Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi di 
Pengadilan Agama Tulungagung)‛ dalam http://student-

research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6579&ved=2ahUKEwiNz5Xkn4fi

AhUe8HMBHXC7BYkQFjAAegQlAhAB&usg=AOvVaw0rZcEtrY2Dav9BdaJlqt55, diakses 

pada 5 mei 2019. 
93

 Wan Rijawani, ‚Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan 

Perceraian Suami Istri‛, (Tesis—Universitas Sumatra Utara, Medan, 2003),  1.  

http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6579&ved=2ahUKEwiNz5Xkn4fiAhUe8HMBHXC7BYkQFjAAegQlAhAB&usg=AOvVaw0rZcEtrY2Dav9BdaJlqt55
http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6579&ved=2ahUKEwiNz5Xkn4fiAhUe8HMBHXC7BYkQFjAAegQlAhAB&usg=AOvVaw0rZcEtrY2Dav9BdaJlqt55
http://student-research.umm.ac.id/index.php/twinning_program/article/view/6579&ved=2ahUKEwiNz5Xkn4fiAhUe8HMBHXC7BYkQFjAAegQlAhAB&usg=AOvVaw0rZcEtrY2Dav9BdaJlqt55
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untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri 

tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan 

perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan 

dalam sighat taklik talak.94
 

Jika khulu’ dihubungkan dengan taklik talak berarti 

menghubungkan surat al-Baqarah ayat 229 dengan surat an-Nisa ayat 128 

yang memang dapat dilakukan dalam melaksanakan kehendak al-Qur’an 

dengan bantuan satu sama lainnya. Hubungan taklik talak  ini dengan 

khulu’ terlihat pada pemberian ‘iwa>d} oleh pihak istri. Si suami sesudah 

terjadinya akad nikah memberi wewenang kepada si istri untuk 

mengambil inisiatif terjadinya talak. Si istri harus menyerahkan sejumlah 

uang, biasanya jumlahnya sangat kecil, kepada penghulu atau petugas 

agama yang ditunjuk, penyerahan uang dalam taklik itu ditegaskan 

dengan ucapan kemudian menyerahkan uang tersebut ke qadhi setelah itu 

jatuhlah talak suami kepada istri, dan suami menguasakan uang tersebut 

kepada qadhi agar diberikan ke masjid. Dalam penyerahan uang dalam 

ifadat, ‘iwa>d} atau tebusan inilah ada semacam hubungan antara talak 

karena taklik atau talak karena khulu’. Perceraian dalam bentuk taklik 

talak atau khulu’ karena adanya ‘iwa>d} atau ifadat tidak dapat rujuk 

kembali tetapi dapat kawin kembali.
95

 

                                                           
94

 Didin Komarudin, ‚Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perspektif Tujuan Pernikahan(Studi 

Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)‛, Inklusif, No. 1, Vol. 3 (Juni, 2018), 78. 
95

 Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia  (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982), 

116-117. 
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Secara yuridis formal persetujuan dan pembacaan sighat taklik 

talak dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum 

sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya, dalam fakta yuridis membaca 

dan menandatangani tidak dapat dipisahkan, namun dapa intinya adalah 

pihak yang membaca (suami) paham arti dari sighat taklik talak, karena 

jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui konseuensi itu sama 

saja tidak dianggap ada perjanjian, dan hal ini harus dibuktikan dengan 

keterangan pegawai pencatat nikah.
96

 Jika suami dan istri setuju dengan 

adanya pembacaan sighat taklik talak maka ketika suami melanggar 

taklik talak tersebut berarti istri berhak mengajukan gugatan pelanggaran 

taklik talak dengan konsekuensi istri membayar uang ganti rugi sebesar 

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). 

Mengenai lafal taklik talak berbeda-beda antara satu daerah 

dengan daerah lainnya tergantung dari para menghulunnya dalam 

menetapkan redaksi dalam sighat taklik talak tersebut. Keseragaman 

taklik talak muncul setelah kemerdekaan, dimana tercantum dalam buku 

nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
97

 

Rumusan taklik talak yang mengikuti Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah 

                                                           
96

 Didin Komarudin, ‚Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perspektif Tujuan Pernikahan(Studi 

Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)‛…, 78. 
97

 Sami Faidhullah, ‚Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 

Positif‛, Jurnal Al-Risalah, No. 1, Vol. 13,  (Januari-Juni 2017),  95. 
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Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat 

Islam.
98

Sebagai berikut
99

: 

Pada hari ini….. Tanggal….. saya:……. Bin …… saya berjanji 

dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya 

bernama:…… binti…… dengan baik (mu’asyarah bil ma’ru>f) menurut 

ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik 
sebagai berikut, apabila saya: 

a. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 
b. Tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 
c. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau 
d. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) 

bulan atau lebih; 
Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila 

gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya 

membayar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwa>d} 
(pengganti) kepada saya, jatuhlah talak  saya satu kepadanya. 

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima 

uang ‘iwa>d} (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan 

Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.  
Tempat. Tanggal, bulan, dan tahun 
Suami, 
(tanda tangan dan nama) 

 

 

2. Sejarah Singkat‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak 

Berdasarkan adanya taklik talak perempuan mempunyai hak untuk 

menceraikan suaminya apabila dirasa telah melampaui batas, hal ini juga 

bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh suami yang diberikan 

hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah 

dilaksanakan di depan pengadilan, tetapi istri harus membayar ‘iwa>d} yang 

sudah ditentukan tersebut sebagai gantinya. 

                                                           
98

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: 

2002), 42. 
99

 Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Nikah (Jakarta: Kementrian Agama, 2015), 7. 
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Perjanjian pernikahan yang termasuk dalam bentuk taklik talak 

hanya berlaku untuk umat muslim saja, tetapi Keabsahan akad nikah 

memang tidak di pengaruhi oleh keberadaan sighat ini, sehingga boleh 

dibaca maupun tidak di baca. Namun, jika dari wali, pihak wanita, atau 

PPN meminta untuk membacanya, tidak ada salahnya untuk 

membacanya, karena hal itu bukanlah pemaksaan yang tidak beralasan. 

Karena fungsinya sebagai bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik 

kepada istrinya (mu’a>sharah bil ma’ru>f).100
 Sighat taklik bertujuan 

melindungi istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, 

sehingga apabila istri tidak ridha atas perlakuan suami, maka istri dapat 

mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik sebagaimana 

disebutkan dalam sighat taklik.
101

 

Taklik talak di Indonesia berbeda dengan taklik talak yang ada di 

kitab fiqih, dalam kitab fiqih yang menjadi sasaran taklik talak adalah 

istri sedangkan di Indonesia yang menjadi sasaran taklik talak adalah 

suami. Karena pada dasarnya persoalan perceraian dipersulit sebagai 

upaya meminimalisir tingkat perceraian yang sudah ada. Seperti contoh : 

‚jika aku masuk ke rumah si fulan, atau aku berbicara kepada si fulan 

maka istriku tertalak,‛ atau ‚jika aku tidak membayar hak si fulan besok 

maka istriku tertalak‛. Dari contoh tersebut keduanya mengandung 

                                                           
100

 Ammi Nur Baits, Fiqih Perempuan dan Propblematika Rumah tangga, dalam 

https://konsultasisyariah.com/26206-hukum-shighat-taklik-talak.html, diakses pada 10 mei 2019. 
101

 Sofyan Yusuf dan Moh Toriqul Chaer, ‚Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan 

Pengaruhnya dalam Berumah Tangga‛, ‘Anil Islam, No. 2, Vol. 10, (Desember 2017), 265. 

https://konsultasisyariah.com/26206-hukum-shighat-taklik-talak.html
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pencegahan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan berbentuk dorongan 

atau semangat.
102

  

‘Iwa>d} dalam perceraian melalui khulu’ tidak memiliki batasan 

atau tidak ditentukan besarannya, Hakim yang memeriksan perkara tidak 

memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya ‘iwa>d} yang harus 

dibayarkan istri kepada suami, ‘iwa>d}  dalam cerai khulu’ harus 

ditentutukan oleh suami dan istri berdasarkan kesepakatan bersama, 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 angka (6) menjelaskan bahwa 

dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwa>d} 

Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.
103

  

Sedangkan dalam perkara cerai karena pelanggaran sighat taklik 

talak sudah ditentukan oleh Kementrian Agama sebagaimana diatur 

dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘iwa>d} dalam Rangkain Sighat Taklik Talak bagi 

Umat Islam sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tercantum 

dalam buku nikah, dan sampai saat ini masih berlaku. Dalam hal ini 

hakim tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ‘iwa>d}. 

Redaksi taklik talak tersebut telah beberapa kali mengalami 

perubahan yaitu pada tahun 1947, 1950,1956, 1969,1975, 1984 dan tahun 

2000. Semua perubahan tersebut berdasar pada Ketetapan Menteri Agama 

Republik Indonesia yang sebelumnya harus memperhatikan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Walaupun terjadi 

                                                           
102

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.., 388. 
103

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 149. 
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perubahan namun pada kuantitas unsur-unsurnya tidak pada 

substansinya.
104

  

Salah satu bentuk perubahannya adalah dari segi uang pengganti 

atau ‘iwa>d} sebelum Indonesia merdeka uang ‘iwa>d} yang harus dibayar 

oleh istri sebesar f 0.10 (10 sen), setelah Indonesia merdeka pada tahun 

1947 hingga beberapa tahun kemudian uang ‘iwa>d} berubah menjadi Rp. 

2,50,- dan pada tahun 1969 berubah lagi menjadi Rp. 25,- kemudian tahun 

1975 dirubah lagi menjadi Rp. 50,- pada tahun 1984 menjadi Rp. 1.000,- 

dan yang terakhir pada tahun 2000 ditetapkan uang ‘iwa>d} senilai 

Rp.10.000,- sampai sekarang.
105

 Perubahan mengenai kualitas syarat 

taklik talak di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah 

kemerdekaan yang ditentukan oleh Departemen Agama semakin 

menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan asas syar’iy yakni 

mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri dari 

kesewenangan suami.
106

 

‘iwa>d} dengan jumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tersebut 

merupakan standar minimal yang ditentukan oleh Departemen Agama 

Pada Tahun 2000 mengenai besaran ‘iwa>d} yang dicantumkan dalam 

sighat taklik talak sebegai ganti rugi yang harus dibayar oleh istri atas 

gugatan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami ke 

                                                           
104

 Sami Faidhullah, ‚Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif‛.., 106. 
105

 Ibid., 
106

 Muh. Sudirman Sesse, ‚Ta’lik Talak dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam‛, 

Jurnal Hukum Diktum, No. 2, Vol. 10, (Juli 2012),  151. 
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Pengadilan Agama. Jumlah ‘iwa>d} tersebut dijadikan sebagai acuan dasar 

atas inflasi perekonomian pada tahun 2000. Sebab pada dasarnya ‘iwa>d} 

itu menyesuaikan mahar yang berlaku di masyarakat pada tahun tersebut 

sebagaimana mestinya. 

Bahwa jika perceraian dilakukan melalui khulu’ maka hakim tidak 

memiliki wewenang untuk menentukan besaran ‘iwa>d}, sedangkan jika 

perceraian dikarenakan pelanggaran taklik talak maka hakim juga tidak 

memiliki wewenang untuk menentukan besaran ‘iwa>d} karena telah 

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam, di dalamnya tertulis bahwa jumlah 

uang ‘iwa>d} dalam rangkaian taklik talak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh 

ribu rupiah) yang tertulis dalam buku nikah.
107

 

                                                           
107

Nur Hidayanti, ‚Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan ‘iwa>d} pada 

Gugatan Perceraian dengan Talak Khulu’ dan Perceraian karena Pelanggaran Taklik Talak‛, 

(Skripsi—Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017), 2.  
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B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Menteri Agama dalam Menetapkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan 

Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam 

Adapun dasar hukum Menteri Agama dalam menetapkan Keputusan 

Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang 

‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 

November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
108

 

a. Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. ‚jika seseorang laki-laki yang 

menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat 1 

pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada 

pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, 

maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (lima puluh 

rupiah)‛. 

b. Pasal 5 yang berbunyi peraruran-peraturan yang berlaku untuk 

menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama. 
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 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan Berlakunya Undang-undang Republik 

Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak 

dan Rujuk di seluruh Daerah luar jawa dan Madura 
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Pasal 3 ayat (3) tersebut berisikan bahwa jika seseorang laki-

laki yang menjatuhkan talak  atau rujuk tidak sesuai dengan ajaran 

Agama Islam dan tidak memberitahukan kepada yang berhak yaitu 

pegawai yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Agama maka di 

denda sebesar R 50,- (lima puluh rupiah). Sedangkan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 1954 merupakan Penetapan Berlakunya Undang-

undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 

Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh 

Daerah luar jawa dan Madura. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Terdapat pada bab V pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang berbunyi 
109

: 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua 

belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. 

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-

batas hukum agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak 

dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 
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 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
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persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak 

merugikan pihak ketiga. 

Berdasarkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun  

1974 ini bahwa perjanjian dalam pasal tersebut tidak termasuk 

perjanjian taklik talak. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, 

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata 

Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999.
110

 

a. Pasal 4 ayat 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

136 tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen berbunyi: ‚ Departemen 

Agama Mempunyai tugas membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan agama;‛ 

b. Pasal 5 ayat 15 yang berbunyi: ‚ 

(a) Penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan 

pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Negara, 

serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang 
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 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. 
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agama berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

(b) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi 

departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan 

sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antar lembaga; 

(c) Penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas 

serta standarisasi; 

(d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengelolaan data, dan 

penyajian informasi; 

(e) Pelaksanaan pengawasan fungsional. 

c. Pasal 26 yang berbunyi: ‚pengawasan, pengurusan dan pelayanan 

administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, 

keamanan dan lain-lain di lingkungan Departemen 

diselenggarakan oleh Departemen yang bersangkutan.‛ 

d. Pasal 27 berbunyi: ‚ segala pembiayaan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan tugas, baik rutin maupun pembangunan dibebankan 

pada anggaran Departemen yang bersangkutan.‛ 

Kemudian pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

147 Tahun 1999 merupakan perubahan dan penyempurnaan atas 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999. 
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5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, 

Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
111

 

Terdapat pada Pasal 11 yang berbunyi: 

(1) Calon suami dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di 

atas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku, lembar 

pertama untuk suami, lembar kedua untuk istri, lembar ketiga 

untuk PPN dan lembar keempat untuk pengadilan. 

(3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu 

dibaca dan ditandatangai oleh suami seletah akad nikah 

dilangsungkan.  

(4) Sighat Taklik Talak diterapakan oleh Menteri Agama. 

(5) Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana maksud 

ayat (1) dan ayat (3) dicatat di dalam daftar pemeriksaan nikah. 

6. Keputusan Menteri Agama nomor 18 Tahun 1975, Tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen dengan segala perubahannya 

terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984. 

Mengenai pertimbangan Menteri Agama dalam menetapkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 tentang Penetapan 

Jumlah Uang ‚Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak  bagi Umat 
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 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nonmor 2 Tahun 1990, Tentang Kewajiban 

Pegawai Pencatat Nikah 
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Islam adalah dalam Penentuan nominal jumlah uang ‘iwa>d} dalam 

rangkaian sighat taklik talak sebelumnya pada Peraturan Menteri Agama 

Nomor 4 Tahun 1975 berjumlah Rp. 50,- kemudian diubah menjadi 

Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 yang berjumlah Rp. 

1000,- sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.
112

 

Kemudian dijelaskan pada huruf b bahwa tujuan dari perubahan 

jumlah uang ‘iwa>d} ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial 

bagi umat Islam terutama yang memperoleh bantuan dari uang ‘iwa>d} 

tersebut, maka dari itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman 

menurut manfaat uang 10.000 tersebut karena uang 10.000 pada tahun 

2000 sama dengan uang 35.000 pada tahun 2019. Pada tahun 2014 kurang 

lebih masih ada orang yang menikah dengan mahar uang sejumlah 20.000. 

dari sini bisa dilihat bahwa ‘iwa>d} disunnahkan tidak melebihi mahar.
113

  

Perubahan penyerahan uang ‘iwa>d} terjadi sebelum Indonesia 

merdeka yang diterima oleh Majelis Hakim, kemudian diserahkan kepada 

fakir miskin. Pada tahun 1947 uang tersebut diberikan kepada Badan 

Kesejahteraan Masjid (BKM) dan pada tahun 2000 sampai sekarang uang 

tersebut diserahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam untuk 

keperluan ibadah sosial. Karena membayar uang ‘iwa>d} merupakan syarat 

jatuhnya talak suami terhadap istri, maka talak bisa jatuh ketika istri 

telah mebayar ‘iwa>d} dan jatuhlah talak satu khul’i, dengan putusan 

                                                           
112

 Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} 
dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam. 
113

 Syamsu, Wawancara, Surabaya, 24 September 2018. 
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Pengadilan ini makan suami tidak rujuk kembali kecuali dengan akad 

nikah yang baru karena talak ba>’in.
114

 

                                                           
114

 Sami faidhullah, ‚Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 

Positif)‛.., 107. 
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGAMA 

NOMOR 411 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG 

‘IWA>D} DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT 

ISLAM 

 

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Menteri Agama dalam Menetapkan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan 

Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat 

Islam 

Segala sesuatu yang dimuat dalam bagian Pertimbangan Hukum 

dari Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi 

Umat Islam berikut tentang alasan-alasan Menteri Agama sebagai bentuk 

pertanggungjawaban ataupun landasan yang diambil untuk meyakinkan 

masyarakat mengenai pengambilan Keputusan dalam peraturan tentang 

‘iwa>d} tersebut.  

Mengenai sighat taklik talak yang mengandung ‘iwa>d} di dalamnya 

itu bukanlah sesuatu yang dilarang. Perceraian dengan jalan khulu’ 

maupun dengan jalan pelanggaran terhadap sighat taklik talak sama-sama 

menggunakan uang‘iwa>d}, tetapi yang jumlah uang ‘iwa>d} dalam khulu’ 

tidak ditentukan besarannya namun disunnahkan tidak boleh melebihi 

mahar yang diberikan suami kepada istri ketika akad nikah, sedangkan 

dalam pelanggaran taklik talak, ‘iwa>d} ditentukan besarannya dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 

 

 
 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat 

Islam sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di tulis dalam 

buku nikah. 

‘Iwa>d} dari tahun 1947, 1950, 1956, 1969, 1975, 1984, dan tahun 

2000 berubah sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh 

Departemen Agama, sebelum Kemerdekaan ‘iwa>d} yang harus dibayar 

istri sejumlah 10 sen, setelah merdeka pada tahun 1947 menjadi 2.50,- 

pada tahun 1969 berubah menjadi 25 rupiah, pada tahun 1975 menjadi 50 

rupiah pada tahun 1984 menjadi 1000 rupiah dan yang terakhir 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang 

Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d}  dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak 

bagi Umat Islam yakni sebesar 10.000 ribu rupiah sampai sekarang belum 

diperbarui, hal ini dilakukan dengan alasan mempersukar terjadinya 

perceraian dan sekaligus melindungi istri. 

Perjanjian perkawinan dengan bentuk taklik talak ini hanya  

berlaku untuk umat islam saja tidak berlaku di kalangan non muslim. 

Taklik talak  dengan ‘iwa>d}  10.000 tersebut pada tahun 2000 dianggap 

perlu di sesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah 

sosial terutama bagi yang memperoleh bantuan dari uang ‘iwa>d} tersebut 

karena dalam rangkaian sighat taklik talak yang ada di Indonesia ini tidak 

diserahkan kepada suami melainkan uang tersebut diserahkan untuk 

keperluan ibadah sosial, ‘iwa>d} menurut pendapat para ulama boleh kurang 
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atau juga lebih dari mahar yang diberikan kepada istri saat akad nikah, 

mahar saat tahun 2000 kemungkinan tidak melebihi uang 10.000 karena 

pada tahun 2014 pun masih ada yang menggunakan mahar sebesar 20.000 

rupiah, hakim Pengadilan Agama Jombang berkata bahwa perlu adanya 

penyesuaian mahar yang diberikan kepada istri saat menikah. 

Departemen Agama memiliki pertimbangan dan dasar hukum 

dalam menentukan jumlah uang ‘iwa>d} tersebut sebagaimana pada 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat 

Islam:  

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1947 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 

tentnag Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia 

tanggal 21 November  1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa 

dan Madura. Di Pasal 3 ayat (3) dan pasal 5, pasal 3 ayat (3) 

tersebut menjelaskan bahwa jika seorang suami menjaruhkan talak 

tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam dan tidak 

memberitahukan kepada pihak yang mempunyai wewenang maka 

di denda sebesar 50 rupiah. Ketika suami melakukan talak dengan 

alasan yang tidak sesuai baik secara syariatnya bisa juga karena 

semena-mena kemudian talak tidak dilakukan di depan pengadilan 
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maka di denda sebesar 50 rupiah tersebut. Pasal 5 berisikan bahwa 

peraturan yang berlaku merupakan penetapan  Menteri Agama. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan pada 

pasal 29 bahwa para pihak yakni calon sumai istri sebelum 

perkawinan dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh PPN yang isinya berlaku kepada pihak-pihak tersebut. 

Perjanjian yang dibuat tidak sah jika tidak sesuai dengan ajaran 

Agama dan kesusilaan, kemudian perjanjian itu berlaku sejak 

perkawinan dilangsungkan dan tidak boleh dirubah kecuali atas 

kesepakatan pihak yang bersangkutan.  

Jika dilihat dari dari berbagai alasan perceraian dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini tidak disebutkan tentang 

perjanjian taklik talak sebagai salah satu alasan untuk mengajukan 

cerai gugat ke pengadilan. Bahkan dalam pasal 29 tentang 

perjanjian perkawinan ini tidak menyinggung taklik talak sebagai 

salah satu alasan perceraian sama sekali. Jadi taklik talak 

sebenarnya tidak diatur sama sekali di Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999, 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata 
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Kerja Departemen Agama Jo Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 147 Tahun 1999. Pasal 4 ayat 15, Pasal 5 ayat 15 

dan Pasal 26 menjelaskan tentang tugas Departemen Agama 

membantu presiden menyelenggarakan senagian tugas umum 

pemerintahan dan membangun agama, baik berupa kebijakan 

pelaksanaan, kebijakan teknis, pengendalian pelasanaan, 

pengelolaan kekayaan Negara, perumusan dan penyiapan 

kebijakan di bidang agama. Dalam bidang pembinaan dan 

koordinasi pelaksaan tugas administrasi Departemen.  

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pada Pasal 11 

berisi tentang calon suami perjanjian yang diakadan tidak boleh 

bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan yang berlaku, 

dibuat rangkap 4 di atas kertas bermaterai untuk diserahkan ke 

suami, istri, PPN, dan Pengadilan. Taklik talak itu sah jika dibaca 

dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah. Dan sighat 

taklik talak  itu diterapkan oleh Menteri Agama. Pencatatan 

pembacaan taklik talak dicatat di dalam daftar memeriksaan 

nikah. 

Prosedur tersebut menerangkan tentang administrasi yang 

harus dilakukan oleh suami ketika membacakan taklik talak dan 

syarat yang harus dilakukan oleh suami sebelum membacakan 

taklik talak. Sighat taklik talak. Menteri Agama adalah yang 
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menerapkan sighat taklik talak  yang tertulis di buku nikah. 

Penyerahan perjanjian tersebut harus rangkap 4 dan di berikan 

kepada pengadilan. Pada waktu itu Pengadilan Agama masih 

berada dalam naungan Departemen Agama. 

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dengan segala 

perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 

75 Tahun 1984. 

 

‘Iwa>d} dalam Hukum Islam Memang tidak ditentukan jumlah 

besarannya tetapi mengacu pada nilai, manfaat yang terkandung di 

dalamnya baik berupa barang atau harta yang bersifat jelas keberadaan 

jenisnya. Sedangkan di Indonesia ‘iwa>d} dalam perkara cerai khulu’ tidak 

ditentukan besarannya semua tergantung pada kesepakatan pihak yang 

bersangkutan baik istri maupun suami. Tetapi ‘iwa>d} yang diatur atau 

ditentukan standarnya adalah ‘iwa>d} dalam perkara pelanggaran sighat 

taklik talak dengan jumlah ‘iwa>d}  Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). 

Karena keputusan tersebut dibuat pada tahun 2000, pada masa itu mahar 

masih murah dan uang sejumlah Rp. 10.000 merupakan standar minimal 

yang ditentukan oleh Departemen Agama atas penyesuaian terhadap 

mahar yang berlaku dikalangan masyarakat. dan sebagai acuan dasar 

dengan menyesuaikan inflasi perekonomian pada masa itu. 
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Departemen Agama dalam mempertimbangkan dan menentukan 

dasar Hukum dalam Keputusan jumlah ‘iwa>d} tersebut pasti dengan penuh 

persiapan yang matang untuk menghasilkan sebuah keputusan yang baik. 

Tetapi dalam pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan Menteri 

Agama dalam Keputusan  Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik 

Talak bagi Umat Islam ini tidak mencantumkan Kompilasi Hukum Islam 

sebagai dasar hukum dalam menentukan keputusan tersebut, padahal 

dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas diterangkan kedudukan taklik 

talak sebagai salah satu alasan perceraian. Seharusnya Menteri Agama 

menjadikannya dasar hukum karena Keputusan tersebut di buat pada 

tahun 2000, Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah ada dari Tahun 1991. 

Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 juga tidak 

dicantumkan sebagai dasar hukum Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak  bagi Umat Islam, padahal Keputusan Menteri 

Agama Nomor 8 Tahun 1984 merupakan keputusan yang berlaku sebelum 

Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 berlaku, seharusnya 

Keputusan Menteri Agama Nomor 8 tahun 1984 tersebut dicantumkan 

sebagai dasar hukum agar masyarakat mengetahui bahwa sebelum ‘iwa>d} 

10.000 pada tahun 2000 sampai sekarang itu sebesar 1000 rupiah. 
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B. Analisis Mas}lah}ah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d}  dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam 

Tujuan Departemen Agama Mengeluarkan Keputusan ini tidak 

lain agar para wanita merasa terbantu ketika suami semena-mena 

terhadap istri baik secara fisik maupun batinnya dan melindungi kaum 

wanita dari perbuatan yang tidak baik dari pihak suami, ketika hal ini 

terjadi maka dengan adanya taklik talak yang dibaca setelah akad maka 

istri dapat melepaskan diri dari suaminya dengan cara baik-baik. 

Hakikatnya taklik talak ini adalah suatu talak  yang digantungkan dengan 

peristiwa tertentu sesuai perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama 

tersebut. Jika perjanjian itu dilanggar maka akan jatuh talak dan istri 

berkewajiban membayar ‘iwa>d} sebesar 10.000 ribu rupiah sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat di Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 

2000. 

Dalam al-Qur’an pada surat al-Baqarah ayat 229 menjelaskan 

tentang perceraian dengan jalan khulu’ dengan adanya ‘iwa>d} sebagai 

salah satu rukun khulu’ yang harus dipenuhi: 
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‚Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 

khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah 

orang-orang yang zalim.‛ 

 

Ayat tersebut menjadi dasar jika seseorang istri meminta cerai 

kepada suaminya dengan jalan cerai khulu’ maka yang menjadi rukun atau 

yang harus ada jika terjadi khulu’ adalah ‘iwa>d} atau ganti rugi atau 

pengganti, jika ‘iwa>d} tidak ada maka berpengaruh kepada keabsahan 

khulu’ tersebut. Dalam ayat tersebut juga membicarakan ‘iwa>d} yang 

digunakan untuk menebus dirinya kepada suaminya dan suami boleh 

mengambil ganti rugi tersebut.  

‘Iwa>d}  tidak ditentukan dalam al-Qur’an mengenai bentuknya, 

baim itu berupa harta mapun barang, menurut para ulama ahli fiqh yakni 

sesuatu atau benda yang memiliki nilai baik nilai jual maupun nilai 

kemanfaatan. Ada beberapa kriteria bagi barang atau harta yang boleh 

dijadikan ‘iwa>d} yakni kadar harta ‘iwa>d}, menurut para ulama’ Mazhab 

sepakat bahwa harta tebusan dalam khulu’ itu mempunyai nilai baik sama 

dengan mahar, lebih maupun kurang dari jumlah mahar itu dibolehkan, 

tetapi disunnahkan tidak melebihi mahar yang diberikan suami kepada 

istri saat ada nikah dahulu. Sesuatu yang boleh dijadikan mahar maka 
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boleh dijadikan ganti rugi atau ‘iwa>d}, berbeda dengan ‘iwa>d} dalam khulu’ 

tidak bisa dijadikan mahar. Dalam hadits Nabi yang dari Ibnu Abbas r.a: 

سٍْ سٍ  اسْ سِ   سَباسِ سِ   اسْ سَ سَ سَ   سَ نَّ  نًَّ   سَ سَ سِ   سَ لنَّى   لنَّ سِ سٍْ سِ   سُ  صسَ لسَ سَ سَ سْ ,  سَ سَلنَّ سْ   سَ سَ :  سَ ب  اسْ سُ   سَباسِ سُ !  سِ   سَ سُ سْ سَ  ٌب

سٍْ سٍ  سَ ,  سَ سٍْ سِ   سَ سْ سِ سُ  اب لسَ لسُ    سًَ  سَ سٌْ سٍ   سَ سَ  خسُ لسّسًِ, سِ سَ سَ ,   سِ سْ سَ سِ   سًِ   سْ سُ سْ سَ   سَ سْ سَ سُ   سَ سَ سِ يًُّ   سَ ب    لنَّ سِ

لنَّى سٍْ سِ   سُ  صسَ لسَ سٌْ سَ :  سَ سَلنَّ سْ   سَ سٍْ سِ   سَ سَ سُ سّسِ لسَ سٌْ سَ سَ سُ؟  سَ دسِ لنَّى  سِ   سَ سُ سْ سَ   سَ سَ سَ ,  سَ سَ سْ :  سَب سَ سْ  حسَ سٍْ سِ   سُ  صسَ لسَ   سَ

سٌْ سَ سَ   سِ سْ سَ سِ :  سَ سَلنَّ سْ  دسِ سَ    سْ سَ لسّسِ سْ ب ٍسِ سَ ةً   سَ سَ لسِ  (   خب ي     ! ) سَ سْ

 ‚Bahwasanya isteri Tsabit Bin Qais datang kepada Nabi Saw, ia 

berkata: Hai Rasulallah! Aku tidak mengingkari perbuatan Tsabit 

Bin Qais mengenai akhlak dan agamanya, tetapi aku benci 

kekufuran sesudah berada dalam Islam. Maka Nabi Saw bersabda: 

apakah engkau sanggup mengembalikan kepadanya kebunnya. 

Jawab isteri Tsabit: ‚Ya‛, lalu Rasulullah Saw, bersabda (kepada 

Tsabit): terimalah kebun itu dan talaklah dia talak satu. (Riwayat 

Bukhari). 

 

Hadits berikut menjadi pegangan banyak ulama, hadits 

menjelaskan mengenai kebolehan terjadinya khulu’. Perceraian yang 

diminta istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusan ini 

menggambarkan bahwa istri ingin memisahkan dirinya dari suami dengan 

memberikan uang ganti rugi kepadanya. Kadar harta atau barang yang 

dijadikan ‘iwa>d} para Fuqaha berbeda pendapat. Bagi ulama yang 

mempersamakan kadar harta dengan semua pertukaran muamalah 

ataupun jual beli, mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan 

kepada kerelaan. Sedangkan bagi Fuqaha yang berpegang pada zahir 

hadith menganggap bahwa tidak boleh mengambil harta yang lebih 

banyak dari pada mahar, mereka mengganggap bahwa perbuatan tersebut 

termasuk pengambilan harta tanpa hak. 
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Kriteria mengenai sifat harta‘iwa>d} Imam Syafi’i dan Abu Hanifah 

menyaratkan bagi harta yang dipakai untuk ‘iwa>d} diketahui sifat dan 

wujudnya. Jika barang yang dipakai sebagai ‘iwa>d} tersebut barang yang 

bersifat batil seperti khamr, fuqaha berselisih pendapat menurut Abu 

hanifah khulu’ tersebut tetap jatuh talak ba>’in dan berarti suami tidak 

mendapatkan apa-apa karena ‘iwa>d}nya batal. ‘iwa>d} dengan imbalan dan 

hak seperti manfaat yang dapat dihargakan dengan harta contohnya 

mendiami tempat tinggal, mengurus menafkahi dan menyusui anak atau 

menghilangkan nafkah iddah yang harus di bayar suami dibolehkan. 

‘Iwa>d} dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

tentang Penetapan Jumlah Uang ‚Iwa>d} dalam Rangkaian Sighat Taklik 

Talak bagi Umat Islam yakni berbentuk uang yang dibatasi jumlahnya 

sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang berlaku hanya untuk 

perkira cerai dengan jalan pelanggaran sighat taklik talak, dalam 

Kompilasi Hukum Islam kedudukan taklik talak diakui sebagai salah satu 

alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 huruf g, sedangkan di 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan 

taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian. Dalam Hukum Islam 

‘iwa>d} atau pengganti hanya ada di perceraian dengan jalan khulu’, akan 

tetapi tergantung dari sighat yang diucapkan, ketika dalam mengucapkan 

sighat tersebut tidak menyebutkan lafaz khulu’ atau asal kata khulu’ 

maka akan menjadi talak biasa yang menggunakan tebusan. Secara tidak 

langsung di Indonesia ‘iwa>d} digunakan pada cerai talak  dengan 
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pelanggaran taklik talak dan perceraian melalui khulu’, artinya memang 

dibolehkan perceraian dengan jaminan atau ganti rugi baik dalam hukum 

Islam ataupun dalam hukum positif. 

Islam tidak membatasi ‘iwa>d} apapun itu baik berupa manfaat 

maupun harta, apakah kurang dari mahar yang diberikan suami kepada 

istri saat akaf maupun lebih dari mahar dan sama dengan mahar yang 

diberikan suami kepada istri saat akad itu dibolehkan dalam hukum Islam. 

Di Indonesia dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 

dibatasi dengan jumlah uang ‘iwa>d} sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu 

Rupiah), pembatasan atas ‘iwa>d} ini ada sejak sebelum kemerdekaan dan 

sampai sekarang, jumlah uang Rp. 10,000,- di masa sekarang sangatlah 

murah dan gampang untuk didapatkan, seharusnya Departemen Agama 

atau Kementerian Agama mengganti atau menyesuakan dengan 

kebutuhan untuk keperluan ibadah sosial agar lebih manfaat dan 

mempunyai nilai. Di tahun 2000 uang Rp. 10.000,- sangatlah berharga 

dan mahar pun masih minim tidak seperti sekarang. Secara teori memang 

sudah sesuai tetapi dalam hal jumlah besaran ‘iwa>d} yang berlaku pada 

masyarakat saat ini perlu adanya penyesuaian. Semisal jumlah ‘iwa>d} 

menyesuaiakan kurs emas atau sama seperti denda yang berlaku di KUHP 

Pasal 351 dilipatgandakan menjadi 1.000 kali berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pasal 3 

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

dalam KUHP, sehingga dalam rangka mengurangi peningkatan angka 
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perceraian yang terjadi di masyarakat maka ‘iwa>d} perlu dinaikkan 

jumlahnya. 

Mas}lah}ah merupakan salah satu teori dalam ilmu usul fiqh yaitu 

kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya, dari 5 unsur 

diantaranya berupa pemeliharaan terhadap agama mereka, pemeliharaan 

terhadap jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri mereka dan 

keturunannya, pemeliharaan terhadap akal budi mereka dan pemeliharaan 

atas harta kekayaan bagi mereka. Mas}lah}ah sendiri mempunyai kategori 

tingkatan berdasarkan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, 

yakni pertama dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Berdasarkan 3 

macam mas}lah}ah ini bentuk Keputusan Menteri Agama termasuk dalam 

mas}lah}ah tahsiniyah karena termasuk kedalam kebutuhan pelengkap 

berupa keleluasaan yang dapat melengkapi peraturan yang sudah ada 

sebelumnya, dimana tidak terwujudnya kebutuhan ini bisa menggunakan 

perceraian dengan jalan lain, tidak harus bercerai dengan menggunakan 

taklik talak. Namun akan mengalami kesulitan jika tidak diatur. Tetapi 

akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. 

Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk hukum perceraian, khususnya bagi 

wanita atau istri yang merasa terbantu atas adanya keputusan ini. 

Jika dilihat dari segi eksistensinya Keputusan tentang ‘iwa>d} ini 

tergolong dalam jenis mas}lah}ah mursalah karena keberadaan Keputusan 

jumlah ‘iwa>d}  Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) tidak didukung syara’ 

dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara’ melalui dalil yang rinci. 
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Dalam hal keputusan ini mengandung beberapa maksud dari ketentuan 

syariat yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan diri dan 

keturunan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab 

sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi inti dalam skirpsi 

yang tertulis ini, yaitu: 

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan landasan Menteri 

Agama dalam Memutuskan Keputusan Meneteri Agama Nomor 411 

Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang ‘Iwa>d} dalam Rangkaian 

Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam, beberapa peraturan yang 

mengatur tentang perjanjian perkawinan, di dalam peraturan tersebut 

mengandung adanya ‘iwa>d} yang harus dibayar oleh istri sebagai ganti 

rugi. Dalam Pertimbangan menetapkan Keputusan tersebut adalah 

untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama 

bagi yang memperoleh bantuan dari uang ‘iwa>d} tersebut.  

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 ini merupakan 

mas}lah}ah tahsiniyah kemudian dari segi eksistensi tergolong mas}lah}ah 

mursalah. Termasuk dalam jenis mas}lah}ah tahsiniyah karena termasuk 

dalam kebutuhan pelengkap dari peraturan yang sudah ada 

sebelumnya, jika melalui kebutuhan ini tidak memberikan jalan atau 

terwujud sebuah kemaslahatan maka bisa menggunakan jalan lain 

yakni dengan perceraian lewat talak atau gugat cerai biasa. Termasuk 
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dalam jenis mas}lah}ah mursalah karena adanya Keputusan mengenai 

‘iwa>d} ini tidak didikung syara’ dan tidak pula dibatalkan maupun 

ditolak oleh syara’ melalui dalil yang rinci. Dan dalam keputusan ini 

beberapa syarat-syarat adanya kemaslahatan terpenuhi yakni 

penjagaan terhadap agama, jiwa, kehormatan diri dan keturunan. 

B. Saran 

Dari semua pembahasan dalam penelitian ini, ada saran yang akan 

meneliti sampaikan, yakni Kementerian Agama atau dulunya disebut 

dengan Departemen Agama untuk memperbarui dan mempertimbangkan 

kembali jumlah ‘iwa>d} yang ada sekarang semisal menyesuaiakan kurs 

emas pada saat ini atau sama seperti denda yang berlaku di KUHP Pasal 

351 dilipatgandakan menjadi 1.000 kali berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pasal 3 tentang 

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam 

KUHP, sehingga sehingga dalam rangka mengurangi peningkatan angka 

perceraian yang terjadi di masyarakat maka ‘iwa>d} perlu dinaikkan 

jumlahnya. 
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